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Sukadi, S. 310907112, 2008. Implementasi Sanksi Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 
2007  Mengenai Tindakan Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam 
Memutuskan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah 
Ponorogo  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi sanksi pasal 24 
UU Nomor 3 Tahun 2007 Mengenai Tindakan Yan dapat dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara 
Tindak Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Anak Di Wilayah Ponorogo.  
   Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non-doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum 
yang ke-3. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik  Analisis datanya menggunakan analisis 
kualitatif.  
   Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat diimplementaskan ketentuan pasal 24 UU 
Nomor 3 Tahun 2007 Oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo antara lain disebabkan  : (1) Hakim pada 
umumnya melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa perbuata yang dilakukan lebih 
dari sekali / berulang kali ; (2) perbuatan tersebut sudah mengarah pada tindak kejahatan yang membahayakan 
keselamatan orang lain ; (3) tidak adanya kesanggupan orang tua / wali apabila anak tersebut dikembalikan pada 
keluarganya ; (4) penjatuhan pidana merupakan shock terapi  dan diharapkan membuat efek jera ; dan (5) 
merupakan perlindungan yang preventif bagi anak agar untuk sementara terhindar dari pergaulannya yang tidak 
baik.  
Sebagai implikasinya , dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 2007 akan 
memberikan beban tambahan bagi pemerintah , dikhawatirkan tidak maksimalnya pembinaan kepada  terpidana 
anak mengingat pada umumnya dijatuhi pidana pendek dan penjatuhan pidana terhadap anak dikhawatirkan 
akan membahayakan kondisi kejiwaan anak apalagi jika pembinaan itu dicampurkan dengan narapidana dewasa 
lainnya dalam lembaga pemasyarakatan umum / dewasa. Disarankan lebih baik Hakim untuk menjatuhkan 
tindakan dengan menjadikannya anak negara atau dibina oleh dinas sosial / organisasi kemasyarakatan dan perlu 
peningkatan fungsi lembaga Bapas  sebagai lembaga yang ditugaskan menjadi pengawas dan pembinaan 
















Sukadi, S. 310907112, 2008. Implementation Sanction of Article 24 The Law 
Number 3 Year 2007 About Action can to do by Judge in Verdict doing an 
Injustice by Child in Ponorogo District.  
Thesis. Magister Program University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
This research aimed to know and analyses about the implementation sanction 
of Article 24 The Law Number 3 Year 2007 by judge verdict doing injustice by 
Child in Ponorogo district.  
 Type of this research in this writing is non doctrinal, by 3rd law concept. 
Form of research applied is diagnostic. The data analysis has been using qualitative 
analysis.  
 Based on description result of research and solution related to the studiying 
of the research concluded that various factors unable to implemented Article 24 The 
Law Number 3 Year 2007 by judge of Ponorogo District Court caused by some 
matters, they are : (1) Generally judge take a look to the fact in the conference for 
instance injustice doing more than once or even repeatedly; (2) those action tend to 
danger other people; (3) parents do not ready if they give back to the family; (4) 
crime fallout as shock therapy and it supposed effect dscourage; and (5) preventive 
protection to child for a moment avoid from delinquency enviroment. 
As the implication, without applied Article 24 The Law Number 3 Year 
2007 will burdening to the government, it feld concerned about less maximal 
contruction to the child convicts considering that in general fallen into short crime 
causes danger mentally condition of children moreover if the construction mixed 
with the other adult convict in the Lembaga Pemasyarakatan of General / Adult. It 
supposed that Judge makes decision for the children guided by Social department / 
Society Organization and need to improve Bapas Institution as institution as 























A. Latar Belakang Masalah 
Anak sebagai bagian dari generasi muda bangsa merupakan salah satu 
sumber daya manusia yang memiliki potensi dan peranan strategis untuk 
meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, Oleh karena memiliki 
ciri-ciri dan sifat khusus maka anak memerlukan pembinaan dan perlindungan 
secara terus menerus guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental dan sosial secara utuh. Perlindungan dimaksudkan guna menghindarkan 
dari segala kemungkinan yang akan membahayakan hidup dan kehidupannya di 
masa depan.  
Keberadaan generasi muda di masa sekarang ini seharusnya mendapat 
perhatian lebih dari semua elemen masyarakat. Ditengah situasi dan kondisi 
yang tak menentu saat ini, banyak generasi muda yang kehilangan arah karena 
banyaknya hal-hal negatif yang tak mampu diatasi akibat belum stabilnya sikap 
dan matangnya kepribadian anak. Penyalahgunaan obat-obat terlarang, kebut-
kebutan, pornografi dan pornoaksi, serta elemen-elemen budaya barat yang 
dijiplak mentah-mentah oleh anak-anak muda di Indonesia, menjadikan aturan 
tentang kesopanan, kesusilaan, agama, dan bahkan hukum tersingkirkan. 
Akibatnya, kondisi yang sering disebut sebagai masalah kenakalan anak / 
remaja pun meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. 
Berbagai upaya internasional maupun nasional telah dilakukan antara 
lain dengan dikeluarkan Deklarasi Majelis Umum PBB mengenai Hak-Hak 
Anak, yang menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka 
berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang 
sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapatkan jaminan sosial 
termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayang kesehatan, 
menerima pendidikan, perawatan, memperoleh perlindungan baik atas segala 
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bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan maupun perbuatan-perbuatan 
yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.  
Perlindungan terhadap anak juga dapat dilihat dari ketentuan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menebutkan 
bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat dan Negara ( Pasal 52 ayat (1) ) dan hak anak adalah hak asasi 
manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum 
bahkan sejak dalam kandungan ( Pasal 52 ayat (2) ). Bahkan dalam Pasal 58 
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maka perlindungan terhadap anak 
disebutkan antara lain sebagai berikut :    
(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau 
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak 
tersebut. 
(2) Dalam hal orang tua, wali atau penasuh anak melakukan bentuk 
penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 
pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap 
anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan 
hukuman.  
 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, secara umum memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar serta 
prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi : (a) Non diskriminasi; 
(b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan 
hidup dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak ( Pasal 
2 UU No. 23 Tahun 2002 ). Perlindungan akan bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.  Dari ketentuan itu maka dapat 
disimpulkan bahwa Negara berusaha untuk melindungi hak-hak anak sebagai 
wujud perlindungan hak asasi manusia secara utuh.  
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Akan tetapi dewasa ini sering terjadi penyimpangan perilaku anak 
dengan perbuatan dan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum 
yang berlaku. Berbagai liputan media massa mengenai pelanggaran hukum 
yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya dengan perbuatan atau 
tindakan yang mengarah dan termasuk dalam tindak kejahatan misalnya 
perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan 
sebagainya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut bukan lagi 
dikatakan sekedar kenakalan anak ( juvenile delinquency ) tetapi sudah 
termasuk tindak kejahatan.  
Dimana perbuatan pelanggaran hukum ini dapat dilakukan secra sengaja 
maupun tidak sengaja sehingga merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat 
lainnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain pengaruh lingkungan 
baik lingkungan keluarga dan/atau lingkungan bermain, dampak perkembangan 
teknologi dan perubahan sosial dan pola hidup keluarga. Di samping itu, 
terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan 
memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial, sehingga 
terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. 
Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga 
merupakan masalah di negara-negara maju. Rasa keingintahuan yang besar 
tanpa diimbangi dengan pengawasan dan pendidikan yang benar, seringkali 
membuat anak / remaja terjerumus ke dalam hal-hal buruk. Rasa keingintahuan 
yang besar, lingkungan buruk, mental lemah, kadar keimanan kurang karena 
minimnya pengetahuan tentang agamanya, pemikiran yang tidak bijaksana 
karena belum matangnya kepribadian anak, ataupun tidak tahu hukum  adalah 
sekian alasan mengapa kenakalan anak/remaja tersebut dapat terjadi.  
Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah 
laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri 
dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah 
perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan 
sekitarnya dapat mempengaruh perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi 
masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih 
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bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembvangan 
perilaku anak tersebut. Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan 
hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. 
Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan 
pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud 
jangan dipisahkan dari orang tuanya. Akan tetapi apabila karena hubungan 
antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat 
merugika masyarakat sehingga perlu pemisahan harus dipertimbangkan bahwa 
pemisahan tersebut semata-mata denmi pertumbuhan dan perkembangan anak 
secara sehat dan wajar.  
Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan 
pelanggaran hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara implisit diatur dalam 
Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Secara tegas dalam ketentuan Pasal 22 
disebutkan bahwa :  “ Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana 
atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang  ini “. Untuk pidana yang 
dapat dijatuhkan yaitu  pidana pokok ( Pasal 23 ayat (2) )  yang terdiri dari  
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan dan 
pidana tambahan ( Pasal 23 ayat (3) )  yaitu perampasan barang-barang tertentu 
dan atau pembayaran ganti rugi.   
Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal diatur 
secara khusus dalam Pasal 24  ayat (1) yaitu dengan (a) pengembalian kepada 
orang tua,wali atau orang tua asuh; (b) menyerahkan kepada Negara untuk 
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau (c) menyerahkan 
kepada Departemen Sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
Pembedaan perlakukan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang 
ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak terebut agar dapat 
menyongsong masa depannya yang masih panjang. Khususnya mengenai sanksi 
terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan 
umur anak, yaitu bagi anak yang masih dibawah umur 8 ( delapan ) sampai 12  
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( dua belas ) tahun hanya  dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan 
kepada orang tuanya, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 
diatas 12 ( dua belas ) tahun sampai 18 ( delapan belas ) tahun dijatuhkan 
pidana.  
Di Wilayah Ponorogo pada tahun 2006 tercatat sebanyak  7 ( tujuh ) 
kasus tindak pidana anak dan tahun 2007 sebanyak 25 ( dua puluh lima ) kasus 
yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun 
dimungkinkan adanya bentuk pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda 
dan pidana pengawasan dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
Nakal, akan  akan tetapi  dari jumlah sebanyak 32 ( tiga puluh dua ) kasus 
tindak pidana anak yang terjadi / dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
tersebut keseluruhannya tidak satupun anak nakal tersebut dijatuhi sesuai 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997  yaitu berupa tindakan 
mengembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh, menyerahkan kepada 
negara  atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan.  
Meskipun menyadari bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam 
menentukan tindakan apa yang dilakukan, akan tetapi  sebagai komunitas 
profesional yang sarat dengan modal intelektual para hakim selalu dituntut 
peran konstruktifnya dalam penegakkan hukum dan memfasilitasi keadilan bagi 
para pencari keadilan, dan memberi perlindungan hukum bagi para pencari 
perlindungan hukum. Tuntutan peran tersebut sesuai dengan predikatnya 
sebagai penegak hukum, maka kinerja hakim tidak lepas dari kompetensi 
keilmunya. Profesi hakim adalah wilayah penegakkan hukum yang tidak lepas 
dari aspek-aspek behavior ( pribadi   hakim ) dan lingkungan sosialnya. 
Penegakkan hukum yang akuntabel juga menyangkut jurimetrics atau the 
scientific of legal problem, sehingga hakim wajib menyelesaikan kasus hukum 
yang dihadapinya dengan baik sesuai dengan hati nuraninya. 
Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan                      
( gerech’tigdheid ) bukan kepastian hukum  ( rechtsze’kerheid ), dimana 
keadilan yang dimaksudkan bukanlah keadilan menurut bunyi perkataan 
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undang-undang semata , melainkan keadilan sesuai dengan hatu nuraninya yang 
tulus. Sehingga dalam konteks pemahaman hukum tidak dapat lepas dari 
lingkungan sosial , dapat membuka hakim untuk menilai perundang-undangan 
yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret. 
Memang pada hakikatnya bahwa tugas hakim dalam penegakkan 
hukum, khususnya dalam menegakkan kembali perundang-undangan yang telah 
dilanggar oleh para pihak / tersangka dapat berjalan dengan baik apabila jiwa 
dari peraturan perundang-undangan itu mencerminkan rasa keadilan dalam 
masyarakat. Akan tetapi apabila hakim mmaksakan diri untuk menerapkan 
peraturan yang tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat dalam suatu 
peristiwa konkret maka besar kemungkinan akan tercipta ketidakadilan.      
Hakim dapat saja bertindak tidak sesuai dengan kebiasaan umum atau 
norma atau aturan yang dijadikan pegangan , akan tetapi peran hakim bukanlah 
hanya sekedar political judicial restraint yang hanya patuh pada undang-
undang, melainkan juga harus sebagai political judicial activism yang 
mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim dapat 
mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk 
terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.   
Tidak hanya itu putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan 
selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin 
benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang 
kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih 
baik dalam kehidupan keluarga, bangsa dan negara.  
Oleh karena itu sesuai penjelasan Pasal 25 UU Nomor 3 Tahun 1997  
dalam menjatuhkan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, 
Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang 
dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu Hakim juga wajib 
memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wal atau orang 
tua asuh , hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. 




Demikian juga pentingnya hubungan keluarga antara orang tua dan 
anak, meskipun anak tersebut telah bertindak  melakukan suatu kejahatan, maka 
dalam hal pemberian sanksi bagi anak yang melakukan tindak kejahatan, maka 
yang perlu diperhatikan oleh Hakim Anak ( Shanty Delyana, 1998 : 89 )  
sebagai berikut :  
a. Dalam mengenakan pidana atau tindakan terhadap anak nakal atau terlantar 
wajib diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya  
b. Bila perhubungan antara orang tua dengan anak  karena suatu hal, 
sedemikian kurang baiknya perkembangan anak, anak dapat dipisahkan 
dari asuhan, bimbingan serta pengawasan dari orang tuanya sendiri. 
c. Pada tingkat pertama, pengasuhan, pembimbingan serta pengawasan 
terhadap anak wajib diserahkan kepada suatu keluarga lain yang baik untuk 
sementara . 
d. Baru bila usaha dalam (c) tidak dapat dilaksanakan maka anak diserahkan 
kepada lembaga yang sesuai. 
 
Sesuai dengan data  yang ada tercatat 32 kasus tindak  pidana pada 
Tahun 2006 – 2007 yang dilakukan oleh anak  yang diadili oleh Pengadilan 
Negeri Ponorogo, tidak satupun dijatuhi sanksi tindakan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997.   
Hal inilah yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut  faktor-
faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tidak 
mengimplementasikan ketentuan pemberian sanksi  berupa tindakan  bagi anak 
pelaku tinda pidana  , dengan lebih menitik beratkan penelitian terhadap pola 
perilaku hakim ( behavioral jurisprudence )  dalam suatu penelitian tesis 
dengan judul :  “  Implementasi Sanksi Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997 
Mengenai Tindakan Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam 









B. Perumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :  
“  Mengapa ketentuan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU 
Nomor 3 Tahun 2007 tidak diimplementasikan oleh Hakim Pengadilan 
Negeri Ponorogo dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak ?  “  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak  di implementasikan 
ketentuan sanksi Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 mengenai 
tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  
b. Untuk mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Hakim 
Pengadilan Negeri Ponorogo dalam menjatuhkan pidana penjara kepada 
anak yang melakukan tindak pidana selama ini .  
2. Tujuan Khusus 
Untuk memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Magister dalam 
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
secara ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya 
dibidang hukum kebijakan publik dalam bentuk penelitian tesis. 
2. Manfaat Praktis 
Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam 
penegakan hukum yang terkait dengan implementasi kebijakan penjatuhan 







A. Landasan Teori 
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak sehingga 
menyebabkan dilanggarnya norma-norma hukum yang berlaku memang 
harus dilakukan tindakan baik bersifat preventif maupun represif. Akan 
tetapi upaya penindakan terhadap anak yang melkukan perbuatan melawan 
hukum haruslah mengacu pada ketentuan hak-hak asasi yang melekat pada 
diri pribadi anak tersebut.  
Di tingkat nasional berlakunya berbagai perundang-undangan antara 
lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Pokok 
Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah. 
Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa pentingnya peranan anak di 
masa mendatang sebagai penerus generasi bangsa, sehingga keberadaannya 
patut untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan baik secara fisik 
maupun hukum yang memadai. Hal mana sebagai anak tidak atau belum 
mempunyai kemampuan untuk sendiri melengkapi dan mengembangkan 
dirinya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 
Keadaan kondisi fisik, mental, sosial anak yang dependen seringkali 
disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung 
oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Bahkan tidak sedikit 
orang-orang tertentu menyalahgunakan situasi dan kondisi untuk mencari 
keuntungan priadi atau kelompok. 
Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku akan tetapi berbagai macam penelantaran dan penyalahgunaan anak 
cenderung makin meningkat, hal ini disebabkan antara lain : (1) penelantaran 
dan penyalahgunaan anak dianggap tidak membahayakan negara; (2) mudah 
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untuk diajak kompromi, mudah ditekan, tidak mampu protes atau 
perlawanan yang berarti; (3) adanya pemikiran bahwa melindungi anak tidak 
segera menghasilkan sesuatu, dan sebagainya. Disamping itu tidak adanya 
aturan pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku ( UU No. 4 Tahun 
1979 Tentang Kesejahteraan Anak ) akan dapat memperburuk kesejahteraan 
anak dari berbagai macam kegiatan pembangunan yang kurang 
diperhitungkan dampak negatifnya bagi anak. 
Akan tetapi berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak 
seringkali juga dihadapkan pada adanya penyimpangan perilaku di kalangan 
anak, atau bahkan cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum. 
Perbuatan pelanggaran hukum ini dapat dilakukan secara sengaja maupun 
tidak sengaja sehingga terkadang pula merugikan dirinya dan masyarakat 
lainnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak dapat disebabkan beberapa faktor antara lain :             
(1) pengaruh lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan 
bermain ( tidak kurang mendapat kasih sayang / asuhan dan bimbingan 
orang tua, kurang pengawasan, pergaulan ); (2) dampak perkembangan 
teknologi khususnya telekomunikasi ( mass media ); (3) perubahan sosial 
dan pola hidup keluarga, sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 
anak. 
Sejauh ini kewajiban dan tanggung jawab untuk membina dan 
mendidik anak adalah orang tua di lingkungan keluarganya, apabila sudah 
tidak ada / tidak diketahui / nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan 
hak dan kewajibannya maka pihak lain baik karena kehendak sendiri 
maupun menurut ketentuan hukum dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
itu. 
Hal ini disebabkan karena meskipun anak telah dapat menentukan 
sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan 
kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. 
Sehingga dalam menghadapi masalah anak maka bukan saja tugas dan 
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tanggung jawab orang tua tetapi masyarakat sekelilingnya dalam 
penanganannya. 
Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, saat  ini 
makin menunjukkan kenaikan yang signifikan baik kuantitas maupun 
kualitasnya. Perbuatan yang dilakukan bukan lagi dapat dikatakan sebagai 
kenakalan anak ( juvenile delinquency ) semata akan tetapi bahkan sudah 
merupakan suatu tindak kejahatan serius misalnya perkosaan, pembunuhan, 
penganiayaan, pengunaan obat terlarang dan sebagainya. Berbagai peristiwa 
menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini sehubungan dengan kenakalan 
anak-anak yang melakukan pelanggaran baik yang bersifat kriminal maupun 
pelanggaran tehadap ketertiban umum. 
Dalam upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak sebelum diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 3 
tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka yang digunakan sebagai dasar 
proses peradilan pidana adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi 
orang dewasa ( UU No. 8 Tahun 1981 ) dengan berbagai perlakuan khusus, 
sedangkan dalam menyelesaikan dan memutus perkaranya maka hakim 
berpedoman pada ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP, yang secara implicit 
menyebutkan adanya kemungkinan bagi hakim dalam menjatuhkan 
putusannya, yaitu: 
a. Memerintahkan si tersalah untuk dikembalikan pada orang tua atau 
walinya, tanpa pidana apapun; 
b. Memerintahkan si tersalah untuk dijadikan anak negara, tidak dijatuhi 
pidana, tetapi diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak Nakal untuk 
dididik sampai usia 18 tahun. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang 
melakukan pelanggaran atau kejahatan yang termaktub dalam ketentuan 
pasal 45 atau sebagai residivis; 
c. Si tersalah dijatuhi pidana dengan ancaman dikurangi sepertiga dari 
ancaman pidana pokoknya. 
 
Demikian juga ketentuan pasal 46 KUHP dalam hal hakim 
memutuskan si tersalah untuk diserahkan kepada pemerintah, maka :  
(1) Baik ditempatkan dalam rumah pendidikan Negeri, supaya disitu, atau 
kemudian dengan cara lain, ia mendapatkan pendidikan dari pihak 
Pemerintah, baik diserahkan kepada seorang-orang yang ada di Negara 
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Indonesia atau kepada perserikatan yang mempunyai hak badan hukum  
( rechtpersoon ) yang ada di Negara Indonesia supaya disitu mendapat 
pendidikan dari mereka, atau kemudian dengan cara lain, dari 
Pemerintah, dalam kedua ini selama-lainanya sampai cukup delapan 
belas tahun; 
(2) Peraturan untuk menjalankan ayat pertama dari pasal ini ditetapkan 
dengan ordonansi. 
 
Dalam hal hakim memutuskan anak karena perbuatannya dijatuhi 
pidana maka menurut pasal 47 KUHP sebagai berikut : 
(1) Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, 
yang diterapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi 
dengan sepertiganya; 
(2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara 
seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, 
(3) Hukuman tambahan yang tersebut dalam pasal 10 huruf b le dan 3e 
tidak dijatuhkan. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 KUHP tersebut maka pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim adalah sepertiga dari ancaman hukuman pokok, serta 
halim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pemcabutan 
hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang 
Pengadilan Anak mengatur secara tegas mengenai apa yang dapat dilakukan 
hakim dalam menangani dan menyelesaikan perkara anak nakal dan 
sekaligus menghapus ketentuan penerapan pasal 45, 46 dan 47 KUHPidana. 
Ketentuan pidana dan tindakan terhadap anak nakal  diatur dalam BAB III    
( Pasal 22 – 31 ) antara lain sebagai berikut :  
Pasal 22 :  
“ Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang 
ditentukan dalam undang-undang ini “  
 . 
Ketentuan pasal ini menginsyaratkan  bahwa undang-undang ini 
adalah bersifat khusus, sehingga ketentuan mengenai anak nakal harus 
berdasarkan pada ketentuan perundangan ini.  
Pasal 23  :  
(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok 
dan pidana tambahan  
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(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah :  
a. Pidana penjara ; 
b. Pidana kurungan ; 
c. Pidana denda ; 
d. Pidana pengawasan  
(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap 
Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan 
barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi  
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan 
merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan 
kekuasaan orang tua.  
Pasal 24 :  
(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :  
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh ; 
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja atau  
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja.  
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan 
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim  
 
Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua , wali atau orang tua 
asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing 
Kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. 
Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua , wali atau orang tua asuh tidak 
memberikan pendidikan dan bimbingan yang lebih baik, maka Hakim dapat 
menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihankerja 
dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya 
dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, 
perbengkelan, tata rias dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani 




Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja di 
selenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau 
Departemen Sosial, tetapi hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat 
menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan , seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya 
dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.  
Sedangkan yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari 
Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun 
secara tidak langsung melalui orang tua, wai, atau orang tua asuhnya, agar 
anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi 
tindakan. Syarat tambahan dimaksudkan adanya kewajiban untuk 
melaporkan secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.   
Pasal 25 :  
(1) Terhadap anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) 
huruf a , Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 atau tindakan sebagaimana pasal 24  
(2) Terhadap Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) 
huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24.  
 
Dalam pasal 25 ayat (1) bahwa terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan :  
1. Pidana. 
Ketentuan mengenai pemidanaan ini diatur dalam pasal 23, bahwa 
terhadap anak   nakal   dijatuhkan   pidana   pokok   dan   pidana   
tambahan   dengan menyebutkan secara limitatif jenis pidana yang 
dijatuhkan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
meliputi : 
a. Pidana penjara. 
1) Pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 ( satu per dua ) 
dari  maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
2) Dipidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun, jika 
pidananya diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Jika 
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yang dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 ( dua ) tahun, maka 
dapat dilakukan dengan pidana bersyarat, dengan ditentukan 
syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ini berarti bahwa 
si anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana selama masa 
pidana bersyarat. Sedangkan syarat khususnya adalah melakukan 
atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan oleh ketetapan 
hakim.  
b. Pidana kurungan. 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal 1/2 ( satu per dua 
) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.  
c. Pidana denda. 
Paling banyak 1/2 ( satu per dua ) dari maksimum ancaman denda 
bagi orang dewasa, jika denda itu tidak dibayar maka diganti 
dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan tidak lebih 
dari 4 ( empat ) jam sehari.  
d. Pidana pengawasan. 
Dijatuhkan paling singkat 3 ( tiga ) bulan dan paling lama 2 ( dua ) 
tahun, dengan ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meliputi, perampasan 
barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Pidana tambahan yang 
berupa pembayaran ganti tersebut merupakan tanggung jawab dari 
orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. 
 
2. Tindakan. 
Penjatuhan tindakan oleh hakim ini dapat dilakukan terhadap 
anak yang melakukan,  tindak pidana maupun anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dapat berupa :  
a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.  
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja, atau  
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c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan 
dan latihan kerja. 
Terhadap tindakan yang dijatuhkan itu dapat pula disertai dengan 
teguran yaitu peringatan hakim secara langsung kepada anak dan tidak 
langsung kepada orang tua, wall atau orang tua asuh dan syarat tambahan 
yang ditetapkan oleh hakim seperti misalnya wajib lapor. Dalam hal 
tindakan pidana atau tindakan pidana maka hakim harus mempertimbangkan 
mengenai berat ringannya tindak pidana yang dilakukan anak, keadaan 
rumah tangga orang tua, wali orang tua asuh, hubungan anggota keluarga 
dengan lingkungannya, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. 
Disamping itu perlu dicermati adanya hal khusus yang tercantum 
dalam Pasal 26 ayat (4) ditegaskan bahwa terhadap anak nakal yang 
melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 ( dua belas ) tahun  
melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan 
salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
Sebagaimana tujuan utama proses peradilan pidana bukan pada 
penghukuman, melainkan pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan 
perlindungan anak serta pencegahan tindakannya melalui tindakan 
pengadilan yang konstruktif. 
Untuk membawa anak-anak di depan sidang pengadilan beberapa 
standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi dalam pengadilan dan organisasi 
sosial yang menangani bidang ini antara lain: 
1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual 
dan tidak menghukum. 
 
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat 
untuk menjamin : 
a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik 
tentang kebutuhan anak;  
b. Bahwa anak jika membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat 
menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya 
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dan dari orang -orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan 
untuk memberi kepada mereka.  
c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup. 
 
3. Prosedur dirancang untuk menjamin: 
a. Bahwa setiap anak dan situasinya di pertimbangkan secara individual;  
b. Hak-hak  yuridis  dan  konstitusional   dari   anak  dan  orang  tua,  dan 
masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi. 
 
Lebih lanjut ciri khas dari prosedur peradilan anak adalah adanya 
investigasi sosial yang dilakukan oleh probation officer yang bertugas pada 
peradilan anak. Investigasi sosial memuat data untuk memahami kepribadian 
anak, keluarganya, kondisi sosial dan ekonomi, motivasi dari tindakan 
pidana, untuk menentukan rencana pembinaan dan rehabilitasinya. 
Probation officer melakukan tugas mengunjungi rumah keluarga anak 
sehingga dapat mempelajari kenakalan yang terjadi sebelumnya, latar 
belakang keluarga dengan menganalisa anggotanya, pendidikan, kondisi 
ekonomi, pekerjaan dan keadaan rumah serta nilai-nilai yang dianut keluarga 
itu. Probation officer mengevaluasi data dalam hubungannya dengan kondisi 
sosial dan kebudayaan tempat anak tersebut tinggal, dan memberikan 
rekomendasi kepada pengadilan dengan tujuan mencari ukuran yang terbaik 
yang dapat membantu anak. Di samping itu dimungkinkan adanya test fisik 
dan psikologis terhadap anak untuk dapat menginterpretasikan 
kepribadiannya. 
Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus dipahami sebagai 
perwujudan adanya keadilan, dalam pengertian suatu kondisi dimana setiap 
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. 
Adanya hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu 
mendapatkan perhatian khusus sesuai dengan tahapan proses pemeriksaan 
antara lain : 
1. Sebelum persidangan. 
a) Sebagai pelaku : (1) Hak diperlakukan sebagai anak yang belum 
terbukti bersalah, (2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap 
tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, 
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fisik sosial dari siapa saja ( ancaman, penganiayaan, cara dan tempat 
penahanan ), (3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat 
secara prodeo ( cuma-cuma ), (4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut 
memperlancar pemeriksanaan terhadap dirinya ( transpor, penyuluhan 
dari yang berwajib dan sebagainya ). 
b) Sebagai korban : (1) Hak untuk mendapatkan pelayanan karena 
penderitaan mental, fisik dan sosialnya, (2) Hak diperhatikannya 
laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan 
peka tanpa imbalan, (3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari 
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, 
sosial dari siapa saja, (4) Hak untuk mendapatkan pendamping, 
penasehat dalam persidangan secara prodeo, (5) Hak untuk 
mendapatkan fasilitas ikut memperlancar pemeriksaan sebagai pelopor. 
c) Sebagai saksi : (1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan 
suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa mempersulit pelapor, 
(2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan 
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 
siapa saja karena kesaksiannya, (3) Hak untuk mendapatkan fasilitas 
ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi. 
 
2. Selama persidangan 
a) Sebagai pelaku : (1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara 
persidangan dan kasusnya, (2) Hak untuk mendapatkan pendamping, 
penasehat dalam persidangan, (3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut 
serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, (4) Hak untuk 
mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, 
menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, (5) Hak untuk 
menyatakan pendapat, (6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas 
perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, 
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan 
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menurut cara yang diatur, (7) Hak untuk mendapatkan perlakuan 
pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan 
dirinya sebagai manusia seutuhnya, (8) Hak akan persidangan tertutup 
demi kepentingannya. 
b) Sebagai korban : (1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk 
menghadiri sidang sebagai saksi/pelapor, (2) Hak untuk mendapatkan 
penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya, (3) Hak 
untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, 
menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, (4) Hak untuk 
menyatakan pendapat, (5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas 
kerugiannya, (6) Hak untuk memohon persidangan tertutup. 
c) Sebagai saksi : (1) Hak untuk mendapatkan fasilitas menghadiri 
sidang, (2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan 
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial,        
(3) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi. 
 
3. Setelah persidangan 
a) Sebagai pelaku : (1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau 
penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan UUD 
1945 dan ide pemasyarakatan, (2) Hak untuk mendapatkan 
perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, sosial, (3) Hak untuk berhubungan dengan 
orang tuanya. 
b) Sebagai Korban : (1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap 
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, 
sosial, (2) Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang mental, fisik, 
sosial. 
c) Sebagai saksi : (1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap 
tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, 




Lebih lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai 
perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu di pertimbangkan kedudukan 
anak dengan segala ciri dan sifatnya, yang khas. Hal ni di sebabkan antara 
lain karena pengaruh keadaan sekitarnya, atau lingkungannya, sangat 
dominan untuk membenruk dn mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu 
dalam menghadapi masalah anak nakal, bukan saja kewajiban negara, akan 
tetapi orang tua dan masyarakat sekelilingnya lebih bertanggung jawab 
terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. 
Disamping itu mengingat bahwa adanya hubungan yang erat dan 
hakiki antara anak dan orang tuanya, maka penjatuhan pidana atau tindakan 
terhadap anak nakal diusahakan jangan dipisahkan dari orang tuanya. Akan 
tetapi jika terpaksa yang diakibatkan kurang harmonisnya hubungan dengan 
orang tuanya atau sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, maka 
tetap dapat dilakukan pemisahan semata-mata demi kepentingan anak itu 
sendiri. Perbedaan lain yang diterapkan dalam undang-undang nomor 3 
tahun 1997 ini antara lain jangka waktu pelaksanaan penahanan dan 
ancaman pidana yang disesuaikan dengan kepentingan anak, sedangkan 
penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 ( satu per dua ) dari maksimum 
ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan perlakuan 
dan ancaman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak 
agar melalui pembinaan dapat menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 
jawab, dan berguna bagi dirinya. 
Perbedaan perlakuan khusus juga dilakukan terhadap anak yang 
masih berumur 8 ( delapan ) sampai 12 ( dua belas ) tahun hanya dikenakan 
tindakan antara lain dikembalikan kepada orang tuannya, ditempatkan pada 
organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Penjatuhan pidana terhadap 
anak dapat dilakukan apabila anak tersebut telah mencapai umur di atas dua 
belas ( 12 ) tahun sampai delapan ( 8 ) tahun. 
Mengenai kompetensi dan wewenang pengadilan anak tetap berada 
dalam lingkungan peradilan umum, dengan ketentuan sejak dilakukan, 
penangkapan, penahanan, diadili, dan pembinaannya wajib di lakukan oleh 
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pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Meskipun tidak 
dapat di pengaruhi oleh pembimbing, kemasyarakatan, akan tetapi hakim 
wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai 
data-data pribadi maupun keluarga, yang dapat dijadikan gambaran guna 
memberikan keputusan yang adil. Hal ini di sebabkan dengan melalui 
putusan hakim, tersebut dapat mengembalikan dan mengantar anak 
menyongsong masa depan dengan lebih baik. 
Untuk itulah perlu diperhatikan secara khusus masalah pembinaan 
anak setelah adanya putusan pengadilan terhadap pelanggaran hukum yang 
dilakukannya. Hal ini jauh lebih penting dari pada hanya sekedar penjatuhan 
sanksi tindakan atau hukuman terhadap anak nakal tersebut, mengingat sifat 
khusus dari anak yang cenderunmg mudah terpengaruh lingkungan baik 
lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan pergaulannya sehari-hari. 
Sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial harus 
menjadi tujuan utama pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana. 
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah putusan pengadilan yang 
dapat positif maupun negatif, karena tidak semua putusan pengadilan selalu 
efektif dalam mencapai tujuannya sehingga memungkinkan timbuhiya 
viktiminasi struktural. Oleh karena itu putusan pengadilan harus 
mencerminkan keadilan serta memperhatikan pengaruh yang mungkin 
timbul sebagai akibat dari putusan itu. Selain itu putusan penghukuman 
tidaklah boleh semata-mata ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan 
anak melainkan dengan pertimbangan kepentingan anak itu sendiri. 
Akan tetapi meskipun belum banyak penelitian yang mengungkapkan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini, namun yang jelas, salah satu 
upaya perlindungan hukum terhadap anak selama proses peradilan pidana 
telah dilakukan pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1997 merupakan satu hal konkrit dan langkah maju dalam mencapai 
tujuan utama memberikan perlindungan dan pengayoman dan kepastian 
dalam proses penyelesaian perkara anak di Indonesia. 
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2. Kekuasaan Kehakiman Adalah Kekuasaan Negara Yang Merdeka Dan 
Mandiri  
Berbicara tentang kemandirian kekuasaan kehakiman atau 
independensi peradilan ( the independent of judiciary ) memang selalu 
terkait dengan konsep negara hukum, sebab salah satu syarat mutlak negara 
hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau 
kebebasan hakim. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari ( dalam 
Antonius Sudirman, 2007 : 75 ), membedakan kemandirian kekuasaan 
kehakiman atas 3 ( tiga ) jenis, yakni kemandirian lembaganya, kemandirian 
proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri. 
Adapun ciri-ciri negara hukum menurut Frans Magnis Suseno ( 1995 
: 58-59 ) sebagai  berikut :  
a. fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan 
sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar; 
b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling 
penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana 
penindasan; 
c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan 
hanya atas dasar hukum yang berlaku; 
d. Terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke 
pengadilan dan putuan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan  
e. Badan Kehakiman bebas dan tidak memihak.  
 
Hal ini menunjukkan bahwa unsur yang ensensial dari negara hukum 
ialah adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi 
peradilan, yaitu bahwa didalam melaksabnakan peradilan, hakim bebas dari 
campur tangan kekuasaan ekstra yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun 
legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat. Jadi pada 
dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan 
sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kecuali itu pada hakekatnya 
tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutanmaupun pihak 
ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan. 
Meskipun demikian kekuasaan kehakiman tersebut juga sebagai salah satu 
bagian atau alat dari kekuasaan negara. 
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Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 , bahwa 
Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) adalah kekuasaan negara, seperti 
halnya kekuasaan negara yang lain. Sehingga dengan demikian kekuasaan 
kehakiman merupakan salah satu bagian atau cabang dari alat perlengkapan 
atau alat kekuasaan negara. Hal ini ditegaskan oleh Merriam Webster’s 
Dictionary of Law ( dalam  Yahya Harahap, 2008 : 2 ), bahwa : “ judicial 
power : the power granted to the judicial branch of a government “ .  
Oleh karena sebagai salah satu kekuasaan negara, kepada kekuasaan 
kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan keadilan, dimana kekuasaan negara ini terpisah dari kekuasaan 
yang diberikan dan dimiliki oleh kekuasan negara yang lain ( executive 
power  dan legislative power ). Sehingga dalam pelaksanaan yang harus 
ditegakkan oleh masing-masing badan kekuasaan negara tersebut hanya 
terbatas menyelenggarakan kekuasaan yang dialokasikan / pemisahan 
wewenangnya oleh konstitusi kepadanya.   
Hal mengenai pemisahan wewenang ( separation of power ) tersebut 
mengarah kepada suatu pembicaraan tentang wewenang yang merupakan 
syarat mutlak untuk dapat membuat keputusan oleh penguasa tersebut, yang 
merupakan ajaran tentang wewenang. Mempelajari suatu ketentuan atau 
aturan hukum membawa konsekuensi bahwa ketentuan hukum tersebut 
merupakan keputusan dari penguasa yang berwenang atau tidak. Selain itu 
harus dipelajari mengenai wewenang tersebut berasal dari wewenang yang 
lebih tinggi atau tidak, demikian seterusnya sehingga terjadi susunan 
bertingkat kewenangan dari wewenang yang tertinggi sampai wewenang 
yang terendah. 
Perlu dipahami bahwa setiap masyarakat yang menghendaki adanya 
tertib hukum, syarat bahwa setiap keputusan yang menimbulkan hukum 
positif yang baru harus diberikan oleh yang berwenang untuk itu, merupakan 
hal yang mutlak. Apabila syarat tersebut tidak dipegang teguh, maka akan 
menimbulkan dampak bahwa keputusan yang menimbulkan hukum positif 
itu akan dilakukan oleh siapapun juga, maka akan terjadi ketidakpastian 
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hukum. Oleh karena itu dalam masyarakat akan terjadi suatu kekusutan 
hukum dalam arti bahwa para anggota masyarakatnya dan para anggota 
pelaksana dalam kesatuannya, tidak tahu lagi keputusan siapakah yang 
seharusnya ditati untuk dilaksanakan atau setidak-tidaknya dihormati 
berlakunya. Kekusutan itu akan terjadi apabila ada dua atau lebih keputusan 
yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan bunyinya ( Soenarko, 
1993 : 26 ). 
Apabila ada suatu ketentuan hukum atau aturan hukum yang 
merupakan perwujudan dari keputusan penguasa yang ternyata secara hukum 
mtidak dapat dicari dasar hukumnya pada suatu ketentuan hukum atau aturan 
hukum yang lebih tinggi, atau kewenangan yang lebih tinggi, maka terjadi 
dua kemungkinan, yaitu : 
a. Bahwa ketentuan hukum atau aturan hukum tersebut bukan merupakan 
ketentuan hukum atau aturan hukum yang sah, oleh karenanya tidak 
mempunyai kekuatan mengikat. 
b. Bahwa ketentuan hukum atau aturan hukum tersebut merupakan 
ketentuan hukum atau aturan hukum yang tertinggi dalam tata hukum 
negara yang bersangkutan. ( Soenarko, 1993 : 27 ) 
 
Pembatasan adanya pembagian wewenang ini, tidak cukup kalau 
hanya dikaji dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan lengkap 
di dalam system ketatanegaraannya. Selain itu masih perlu adanya 
pengawasan dan pertanggungjawaban lengkap dengan sanksi-sanksinya yang 
tertentu sesuai dengan lapangannya. Pengujian penyalahgunaan wewenang 
terhadap keputusan-keputusan yang menimbulkan hukum yang berhubungan 
dengan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatannya 
disebut pengujian formal. Sedangkan pengujian yang berhubungan dengan 
materi keputusannya, apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak, 
disebut pengujian materiil. 
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
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peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sejalan 
dengan hal tersebut sebagai penjabaran Konstitusi 1945 tersebut Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain Pasal 4 ayat (1) disebutkan 
Peradilan dilakukan Demi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini 
mengandung makna seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus 
mencerminkan keadilan, dan ukuran keadilan tersebut diletakkan pada dasar 
atau ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Keadaan yang sedemikian tersebut 
oleh Gustaf Radbruch ( dalam Satjipto Rahardjo, 2006 : 135 ) menyebutkan 
adanya cita hukum   ( Idee des Rechts ) yang membimbing manusia dalam 
kehidupannya berhukum. Bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh 
kehadiran 3 ( tiga ) nilai dasar ( grudwerten ) yang itu keadilan                      
( gerechtigkeit ), kemanfaatan ( zweckmaeszigkeit ) dan kepastian hukum      
( rechtssicherkeit ). Kekuasan kehakiman meliputi badan-badan peradilan, 
jenis tingkatannya, lingkungan kekuasaannya, acara dan wewenangnya 
ditentukan oleh undang-undang. 
Kewenangan badan peradilan mengadili suatu perkara merupakan 
kewenangan yang bersifat universal dan kewenangan murni kekuasaan 
kehakiman. Kewenangan ( competentie ) hanya mengenai sesuatu bagian 
atau bagian tertentu. Wewenang attributie merupakan wewenang baru yang 
diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan wewenang 
yang orisinil. Wewenang mempunyai arti kuasa atas sesuatu dan serangkaian 
hak yang melekat pada jabatan atau mengambil tindakan yang diperlukan, 
agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kompetensi, yurisdiksi, 
otoritas. 
Dari pengertian dimaksud maka kewenangan badan peradilan adalah 
kekuasaan, kompetensi, yurisdiksi, otoritas, yang diformalkan terhadap 
badan peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman secara atribusi, yang 
diciptakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai wewenang yang 
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orisioner yang berasal dari pembagian kekuasaan Negara menurut konstitusi 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam pada itu Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peradilan 
menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan Pengadilan merupakan salah 
satu lembaga atau institusi dalam proses tersebut. Hasil akhir dari proses 
peradilan berupa putusan Pengadilan ( selain produk Pengadilan berupa 
putusan, hakim dalam menjalankan kekuasaannya juga menerima dan 
memeriksa permohonan yang termasuk dalam lingkup perdata, dengan 
produk berupa penetapan hakim ) atau juga yang digunakan kata putusan 
hakim oleh yang memimpin persidangan di Pengadilan ( Satjipto Rahardjo, 
2006 : 182 ). Rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan ada 4  ( empat ) macam 
lingkungan peradilan memegang kekuasaan kehakiman, yaitu Peradilan 
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Philipus M. Hadjon ( 1987 : 116 ) menggarisbawahi bahwa 
Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai 
pemegang kekuasaan kehakiman merupakan peradilan khusus, mengenai 
perkara di bidang hukum tertentu atau mengenai obyek hukum tertentu. 
Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan bagi masyarakat pada 
umumnya, mengadili mengenai perdata maupun pidana. Oleh karena 
demikian kewenangan mengadili perkara di bidang hukum tertentu atau 
mengenai obyek hukum tertentu secara contrario adalah peradilan umum. Di 
sisi lain Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 
menentukan susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan yang berada di bawahnya diatur dengan undang-
undang tersendiri. 
Bilamana memperhatikan pendapat Philipus dan rumusan Pasal 14 
ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka 
luasnya lingkup kewenangan Peradilan Umum secara teoritis ditentukan 
selain dari kewenangan yang tidak termasuk kewenangan peradilan khusus 
yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. 
37 
 
Dalam pada itu Pengadilan sebagai salah satu pranata dari hukum 
modern, merupakan suatu mekanisme yang disediakan Negara untuk 
menyelesaikan sengketa ataupun bentuk permasalahan hukum yang diajukan 
oleh warga masyarakat. Sehingga dalam hal ini Pengadilan ( Hakim ) tidak 
dapat menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak 
terdapat adanya hukum yang mengatur untuk itu. Di sisi lain ada beberapa 
alasan yang mendorong warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ( 
ataupun permasalahan hukumnya ) ke Pengadilan, yaitu : 
1. Kepercayaan, bahwa di tempat itu akan memperoleh keadilan seperti 
mereka kehendaki. 
2. Kepercayaan, bahwa Pengadilan merupakan lembaga yang 
mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan 
nilai-nilai utama lainnya. 
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia. 
4. Bahwa Pengadilan merupakan tempat bagi orang yang benar-benar 
memperoleh perlindungan hukum ( Adi Sulistiyono, 2006 : 18 ). 
 
Dalam hal kewenangan untuk menjalankan kekuasaan, Leopold 
Pospisil yang dikutip Achmad Ali ( dalam Adi Sulistiyono, 2006 : 64 ) 
mengemukakan ada 4 ( empat ) atribut hukum, yaitu : 
1. Hukum merupakan putusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam 
masyarakat, putusan-putusan mana ditujukan untuk mengatasi 
ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat ( attribute of 
authority ), 
2. Putusan-putusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk 
masa mendatang ( attribute of intention of universal application ), 
3. Putusan-putusan pengawasan yang harus berisi kewajiban-kewajiban 
pihak pertama terhadap pihak-pihak kedua dan sebaliknya ( attribute of 
obligation ), dan 
4. Putusan-putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan 
sanksi yang didasarkan kepada kekuasaan masyarakat yang nyata           
( attribute of sanction ). 
 
Dengan mencermati pandangan tersebut di atas, Adi Sulistiyono 
setidaknya memandang bahwa Pengadilan sebenarnya hanya merupakan 
artificial dari sekumpulan hakim-hakim yang berdasarkan amanat undang-
undang dipercaya menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. 
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Oleh karena itu baik buruknya citra Pengadilan ditentukan oleh kinerja 
hakim-hakim yang bekerja di dalamnya ( Adi Sulistiyono, 2006 : 87 ). 
Penyelesaian suatu perkara atau sengketa dalam beracara di 
Pengadilan, para hakim dan pejabat badan peradilan dalam menjalankan 
kewenangannya terdapat rambu-rambu aturan hukum formal, maupun 
hukum materiil. Dengan kata lain kekuasaan peradilan dalam melaksanakan 
kewenangannya terikat pada aturan hukum materiil dan hukum yang bersifat 
prosedur, yang lazim disebut hukum acara sebagai dasar normatif dalam 
menjalankan kebebasan kekuasaan peradilan dan atau kebebasan hakim 
dalam proses peradilan. Dengan demikian hukum acara harus dilaksanakan 
dan tidak boleh disampingi oleh hakim dalam melaksanakan tugas 
memeriksa, menerima, mengadili dan memutuskan suatu perkara.  
Pengadilan merupakan sebuah pranata yang tidak dapat dipisahkan 
dari kenyataan sosial sebagai hasil interaksi berbagai komponen yang 
membentuk tata kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Daniel 
S. Lev ( 1990 : 118 ) seorang pengamat hukum politik kebangsaan Amerika 
menyatakan bahwa lembaga-lembaga peradilan di Indonesia berkait dengan 
proses politik, ekonomi dan nilai budaya. Untuk memahami kondisi 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev tersebut,  Adi 
Sulistiyono ( 2006 : 66 ) menyatakan bahwa Pengadilan haruslah dilihat 
sebagai suatu lembaga yang berada dalam suatu sistem kemasyarakatan. 
Oleh karena merupakan lembaga yang berada di dalam sistem  masyarakat, 
maka dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan tidak bisa lepas dari 
pengaruh-pengaruh yang berada disekelilingnya. 
Lembaga Pengadilan yang bertugas menyelengarakan peradilan tidak 
dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri pada 
peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang 
membentuknya. Bekerjanya lembaga Pengadilan yang berpangkal dari 
kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat sekitarnya 
menunjukkan bahwa Pengadilan merupakan suatu pranata yang melayani 
suatu kehidupan sosial. Di dalam kerangka pengelihatan ini, lembaga 
39 
 
Pengadilan tidak dilihat sebagai badan otonom di dalam masyarakat, 
melainkan diterima sebagai badan yang merupakan bagian dari keseluruhan 
nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut. 
Dalam memahami lembaga Pengadilan seperti itu, maka 
mengisyaratkan pula pada suatu pengertian bahwa Pengadilan adalah bagian 
dari suatu sistem  yang lebih besar, yakni sistem masyarakat namun ia pun 
merupakan sistem tersendiri terbatas dalam ruang lingkupnya. Oleh karena 
itu lembaga Pengadilan dalam  upayanya menghasilkan suatu output 
memerlukan masukan-masukan baik yang berupa bahan-bahan yang paling 
mempengaruhi bentuk proses yang dijalankan Pengadilan serta hasil akhir 
dari prose situ. Pada lain hal, terdapat pula berbagai factor dan keadaan yang 
turut berperan dalam proses Pengadilan hingga dapat menghasilkan suatu 
keluaran output atau apa yang disebut dengan putusan ( penetapan ) 
Pengadilan. 
Atas dasar pendekatan sistem, dapat diduga bahwa faktor-faktor yang 
berperan di dalam proses penyelenggaraan peradilan meliputi masukan 
mentah yang berupa perkara yang terjadi dan masukan instrumental berupa 
peraturan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil, penegak 
hukum, fasilitas atau sarana penunjang dan juga budaya masyarakat. Sistem 
hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, 
masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan 
kepentingan kelompok. Oleh karena itu berbicara masalah hukum pada 
dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena 
kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik 
yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk memahami 
bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang 
pekerjaan hukum. 
3. Pengadilan dan Kebijakan Publik  
Pengadilan merupakan sebuah pranata yang tidak dapat dipisahkan 
dari kenyataan sosial sebagai hasil interaksi berbagai komponen yang 
membentuk tata kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Daniel 
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S. Lev ( dalam Adi Sulistiyono, 2006 : 66 ) seorang pengamat hukum 
politik kebangsaan Amerika Serikat menyatakan bahwa lembaga-lembaga 
peradilan di Indonesia berkait dengan proses politik, ekonomi dan nilai 
budaya.  Untuk memahami kondisi sebagaimana yang dinyatakan bahwa 
Pengadilan haruslah dilihat sebagai suatu lembaga yang berada dalam suatu 
sistem kemasyarakatan. Oleh karena merupakan lembaga yang berada di 
dalam sistem masyarakat, maka dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan 
tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh yang berada di sekelilingnya. 
Lembaga Pengadilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan 
tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri 
pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan 
masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga pengadilan yang 
berpangkal dari kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat 
sekitarnya menunjukkan bahwa Pengadilan merupakan suatu pranata yang 
melayani suatu kehidupan sosial. Di dalam kerangka pengelihatan ini, 
lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai badan otonom di dalam 
masyarakat, melainkan diterima sebagai badan yang merupakan bagian dari 
keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat 
tersebut. 
Dalam memahami lembaga pengadilan seperti itu, maka 
mengisyaratkan pula pada suatu pengertian bahwa pengadilan adalah bagian 
dari suatu sistem yang lebih besar, yakni sistem masyarakat namun ia pun 
merupakan sistem tersendiri terbatas dalam ruang lingkupnya. Oleh karena 
itu lembaga pengadilan dalam upayanya menghasilkan suatu output 
memerlukan masukan-masukan baik yang berupa bahan-bahan yang paling 
mempengaruhi bentuk proses yang dijalankan pengadilan serta hasil akhir 
dari proses itu.  
Pada lain hal, terdapat pula berbagai faktor dan keadaan yang turut 
berperan dalam proses pengadilan hingga dapat menghasilkan suatu 




Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan ( putusan ) haruslah 
diperhatikan bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri , 
tetapi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun 
faktor eksternal. Faktor internal misalnya kemampuan personal di dalam 
memahami hukum, komitmen menegakkan hukum dan keadilan, dan faktor 
eksternal misalnya sistem hukum itu senfiri, konflik kepentingan dan lain-
lainnya. Dalam pembuatan kebijakan, pembuat kebijakan ( hakim ) haruslah 
memahami cita hukum ( rechtside ) sebagai dasar sekaligus pengikat dalam 
kebijakan tersebut, demikian juga aspek nilai yang diterapkan dapat 
diterima oleh masyarakat ( publik ) yang terkena kebijakan tersebut.  
Dalam keterkaitan ini kebijakan pengembangan / peningkatan 
kualitas putusan pengadilan tentunya terkait dengan berbagai aspek yang 
mempengaruhi kualitas peradilan / penegakan hukum antara lain kualitas 
individu, institusional, mekanisme, sarana dan prasarana, substansi hukum 
dan lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya hukum.  
Secara ringkas suatu putusan pengadilan ( hakim ) dapat dikatakan 
sebagai suatu kebijakan publik , dapat digambarkan dalam bagan tersebut di 
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Atas dasar pendekatan sistem, dapat diduga bahwa faktor-faktor 
yang berperan di dalam proses penyelenggaran peradilan meliputi masukan 
mentah yang berupa perkara yang terjadi dan masukan instrumental berupa 
peraturan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil, penegak 
hukum, fasilitas atau sarana penunjang dan juga budaya masyarakat. 
Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit 
masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai 
dengan kepentingan kelompok. Oleh karena itu berbicara masalah hukum 
pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena 
kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik 
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Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, 
dipengaruhi banyak faktor antara lain Undang-undang yang mengaturnya / 
harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya 
dengan baik. 
Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk 
menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. 
Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat 
diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk 
mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu 
hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasi dengan melibatkan 
proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan 
mempertahankan pola ( Satjipto Rahardjo, 1979 : 31 ). 
Syarat pertama untuk pelaksanaan Undang-undang yang efektif 
adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu 
keputusan hukum mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti 
yang diharapkan oleh pembentuk Undang-undang untuk kepentingan 
masyarakat. Berhubungan dengan itu, maka bekerjanya hukum oleh 
penegak hukum haruslah menunjukkan rumusan yang jelas dan mudah 
dipahami dan dapat dikerjakan. 
Hakim sebagai seorang aktor yang memiliki kebebasan dalam 
menentukan tindakan apa yang dilakukannya, maka sesungguhnya Hakim 
dapat memainkan peran politik tertentu yang ingin dicapainya melalui 
putusan / penetapannya. Akan tetapi peran politik yang dimainkan oleh 
Hakim bukanlah politic judicial restraint yang hanya menjalankan politik 
patuh pada undang-undang, melainkan juga pada politic judicial activism 
yang mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim 
dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk 
tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Dari dua keadaan dimaksud, 
sebaiknya pengadilan mengikuti kegiatan politic judicial activism berupa 
kemauan untuk membuat putusan yang bernilai sebagaimana dicita-citakan. 
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Dalam pada itu kebebasan menentukan arah dan kebijakan tersebut 
dapat berpengaruh pada munculnya perilaku penyimpangan. Maksudnya 
adalah seorang Hakim dapat bertindak tidak sesuai dengan kebiasaan umum 
atau norma atau aturan yang dijadikan pegangan bersama oleh para Hakim 
atau oleh organisasinya. Sehingga para pemegang peran mampu 
memberikan motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri 
dengan norma ( conform ) maupun yang berkehendak tidak menyesuaikan 
diri dengan keharusan norma ( nonconform ) ( Antonius Sudirman, 2007 : 
42 ). Terhadap hal tersebut ( dalam Adi Sulistiyono, 2006 : 5 ) 
mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum tidak segampang dan 
sejelas seperti yang dikatakan oleh Undang-undang. Melainkan sarat 
dengan berbagai intervensi sosial, ekonomi, serta praktek perilaku 
subtansial dari orang-orang yang menjalankan. 
Sejalan dengan hal tersebut Charles Himawan ( 2003 : 40 ) 
mengungkapkan bahwa peradilan adalah terpenting dari proses hukum 
suatu negara, yang secara jelas dapat mencerminkan aplikasi ketentuan 
hukum yang berlaku. Di sisi lain jalur hukum terakhir adalah badan 
peradilan. Oleh karenanya badan peradilan sebagai the last bastion of legal 
ore atau benteng terakhir tertib hukum ( Charles Himawan, 2003 : 5 ) 
hukum sebagai idealisasi memiliki hubungan yang erat dengan 
konseptualisasi keadilan secara abstrak dan mewujudkan ide dan konsep 
keadilan yang diterima oleh masyarakat ke dalam bentuk yang konkret, 
berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada 
masyarakatnya. Hal demikian berkaitan erat dengan perkembangan 
masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. 
Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam 
masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara 
yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di 
dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu 
hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor 
manusia di dalam pembicaran tentang hukum, khususnya di dalam 
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hubungan dengan bekerjanya hukum itu,  membawa kepada penglihatan 
mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka tidak 
dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang 
memberikan beban pengaruhnya ( impact ) terhadap hukum. 
Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi 
masyarakat biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang law 
enforcement, maka dapat dipakai pula pendekatan bahwa bekerjanya hukum 
dalam masyarakat itu melibatkan 3 ( tiga ) kemampuan dasar, yaitu 
pembuat hukum ( Undang-undang ), birokrat pelaksana dan masyarakat 
obyek hukum ( Esmi Warasih, 2005 : 30 ). 
Hukum sebagai idealisasi hubungan yang erat dengan konseptualisasi 
keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk 
mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke 
dalam bentuk yang konkret, berupa pembagian atau pengolahan sumber-
sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan 
perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan 
kemakmuran. Hakekat pengertian dari hukum sebagai suatu sistem norma, 
maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit 
masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai 
dengan kepentingan kelompok mereka. 
  
4. Teori Ilmu Hukum Perilaku ( Behavioral Jurisprudence )  
Menurut Soetandyo  ( 1996  : 5  ), studi ini lahir sebagai reaksi atas 
kelemahan studi tradisional dan studi yang dilakukan oleh penganut ajaran 
sociological jurisprudence dan legal realism. Akan tetapi pendekatan yang 
bersifat perikelakuan ini tidak bermaksud untuk mengganti tetapi untuk 
melengkapinya. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah 
bukan pendekatan sosiologis melainkan pendekatan psikologis secara khusus 
dari perspektif ilmu hukum perilaku ( behavioral jurisprudence ).  
Satjipto Rahardjo ( 2000 ; 82 ) , dengan rumusan pengertian tersebut 
maka dapat dikemukakan bahwa pendekatan ilmu hukum perilaku adalah 
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bagian dari pendekatan psikologis terhadap hukum. Hal ini dikemukakan 
oleh Lawrence S.Wrightsman dalam bukunya Psychology and the Legal 
System ( dalam Antonius Sudirman, 2007 : 32 ) sebagai berikut : “ 
….pendekatan psikologis kepada hukum menekankan segi manusianya 
dalam hukum. Sama halnya dengan sosiologi dan antropologi, tetapi fokus 
pada pendekatan psikologis ada pada individu sebagai unit analisis. Individu-
individu duilihat sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas perilaku 
mereka sendiri dan yang yang menjadi penyebab masalah. Psikologi melihat 
impaknya pada petugas petugas polisi, korban , juri, pengcara , hakim, jaksa 
…. dalam sistem hukum.  
Berdasarkan pengertian tersebut, diperoleh gambaran bahwa 
pendekatan ilmu hukum perilaku berbeda dengan beberapa pendekatan 
sebelumnya, baik pendekatan tradisional maupun pendekatan yang dilakukan 
oleh ajaran sociological jurisprudence dan legal realism. 
Dimana pada pendekatan tradisional adalah studi hukum dan putusan 
pengadilan atau putusan hakim dari sudut pandang normatif semata                
dimana hakikat hukum adalah hukum yang tertulis ( positivisme yuridis, 
legisme dan analitical jurisprudence ), sedangkan pendekatan nontradisional 
adalah suatu studi hukum dan putusan hakim dari optik yang multi disiplin 
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ekstensitas dan 
intensitas bekerjanya hukum positif dan putusan hakim di dalam masyarakat 
( sosiological jurisrudence , legal realism ). 
Secara harfiah teori ilmu hukum perilaku ( behavioral    
jurisprudence ) adalah studi yang mempelajari tingkah laku aktual hakim 
dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi dan 
interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam 
pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Sehingga pusat perhatian 
bukan pada hukum tertulis dan putusan hakim yang bersifat formal, 
melankan pada pribadi hakim dan orang-orang yang terlibat dalam peranan-
peranan sosial tertentu dalam pengambilan keputusan hukum ( Satjipto 
Rahardjo  dalam Antonius Sudirman, 2007  : 32 ).   
47 
 
Teori ini berkembang dengan mengesampingkan sifat normatif 
hukum karena hukum pada hakikatnya adalah pola perilaku nyata ( patterns 
of behavior ) dari hakim di dalam persidangan. Sehingga lebih menekankan 
bahwa undang-undang harus disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan dalam 
masyarakat dan peran hakim tidak boleh menjadi terompet undang-undang 
saja, tetapi harus mampu menjadi pembentuk hukum guna merespon 
perkembangan dalam masyarakat (  Antonius Sudirman, 2007 : 30-31 ).  
Meskipun eksistensi  kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas 
dan mandiri telah diatur dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku 
positif di Indonesia, akan tetapi menurut kenyataannya tidak semua hakim di 
Indonesia dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.  
Menurut  Glenn Patrick  ( Kompas, 13 Januari 1999 : hal 15 ) bahwa 
untuk mendapatkan hakim mandiri tidak cukup hanya dengan pemisahan 
lembaga eksekutif dan yudikatif, akan tetapi diperlukan langkah-langkah 
lainnya, antara lain pendidikan hakim yang mandiri, perbaikan remunerasi 
pembenahan sistem perekutan hakim, dan pembinaan karier hakim. Lain 
halnya Dato Param Cumaraswamy ( Kompas, 12 Januari 1999 : hal 2 ) 
mengatakan bahwa sulit mengharapkan supremasi hukum jika negara tidak 
melakukan pemisahan tegas dan konkret antara eksekutif, yudikatif dan 
legislatif, bukan hanya pemisahan fungsi melainkan adanya pemisahan 
kekuasaan yang jelas. Di samping itu sulit mengharapkan kemandirian 
hakim jika gaji hakim sangat kecil.  
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam 
mempertimbangkan putusan, seperti yang dikemukakan Aloysius 
Wisnusubroto ( 1997 : 88-91 ), antara lain faktor subyektif meliputi sikap 
perilaku hakim yang apriori, emosional, sikap arogance power, moral  dan  
faktor obyektif meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi serta 
profesional hakim. Lebih jauh ada dua faktor utama yang mempengaruhi 
putusan hakim yakni faktor internal dan eskternal ( Bambang Sutiyoso dan 
Sri Hastuti Puspitasari, 2005 : 58-63 ) yaitu faktor internal yaitu faktor yang 
mempengaruh kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan 
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wwewenangnya yang datang dari dalam diri hakim itu sendiri yang meliputi 
dan berkaitan dengan SDM hakim, rekrutmen / seleksi hakim, pendidikan 
hakim, kesejahterahan hakim. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang 
mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain : 
(a) peraturan perundang-undangan; (b) adanya intervensi terhadap proses 
peradilan;  (c) hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya; (d) adanya 
berbagai tekanan, antara lain tekanan dari cabang kekuasaan lain / eksekutif, 
tekanan dari kalangan hakim sendiri dan tekanan dar pihak / salah satu pihak 
yang berperkara; (e) faktor kesadaran hukum dan (f) faktor sistem 
pemerintahan / politik .  
Perbedaan perilaku hakim dalam sikap-sikapnya karena pengaruh 
lingkungan sosial dan budaya yang selalu bersentuhan atau berinteraksi 
denga pribadi hakim itu sendiri. Untuk memahami bagaimana interaksi 















Behavioral View of The Subsystems of any Political 






















Selanjutnya bagan diatas dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini : 
bahwa segmen sosiopsikologis menggambarkan hasil interaksi antara sistem 
sosial dan sistem atribut-atribut serta perilaku-perilakunya. Segmen 
psikokultural mendiskripsikan perpaduan antara sistem budaya dan sistem 
kepribadian, mengenai pemahaman atau konsepsi individu tentang peran 
atau peran-perannya dan ideologi yang diterimanya. Segmen sosiokultural 
menyajikan hasil interaksi antara sistem sosial dan budaya, berkaitan dengan 
pola-pola dari peran-peran institusional dan fungsi-fungsi output dari 
akomodasi dan pengaturan tingkah laku orang lain. Maka dapat disimpulkan 
bahwa sikap-sikap hakim berbeda-beda karena pengaruh pengalaman 
hidupnya atau pengaruh interaksi-interaksi sosialnya dengan orang lain dan 
dengan budaya dan oleh keyakinan-keyakinan, serta atribut-atribut.  
Berkaitan dengan itu Schubert ( dalam Satjipto Rahardjo, 1986 :    
318 ) dikemukakan bahwa para hakim berbeda-beda dalam sikap-sikapnya 
oleh karena masing-masing pada akhirnya memiliki beberapa hal untuk 
dipercayainya dan menolak yang lain sebagai hasil dari pengalaman 
hidupnya. Apa yang dipercaya oleh seorang hakim tergantung dari afiliasi 
politik, agama dan etnisnya, baik formal maupun bukan, kariernya di bidang 
hukum sebelum menjadi hakim. Afiliasi-afiliasi yang berhubungan dengan 
perkawinan, status soisial ekonominya, pendidikan, dan kariernya. Dalam 
menerima pengaruih atau rangsangan dari luar, baik dari lingkungan sosial 
maupun budaya, hakim tidak akan bertindak sebagai robot, tetapi tindakan 
tersebut dilakukan sebagai hasil dari proses interpretasi terhadap stimulus 
sosial tersebut.  
Dalam hal hakim tentang pekerjaan mengadili dalam konteks ilmu 
hukum  perilaku dapat digambarkan dalam bagan tersebut dibawah ini :  
Tabel 1 




















Cultural Institutional Policymaking Policies Norms 
Ada tiga model alternatif dalam mengnseptualisasikan beberapa 
output yang lebih penting dari pengambilan keputusan individu, mulai dari 
sudut pandang yang berfokus pada individu, group dan lembaga. Dari sudut 
pandang psikologi, individu membuat keputusan yang berupa suara-suara 
dan pendapat-pendapat dan melibatkannya, baik pada akibat maupun umpan 
balik dari sebuah komitmen. Dari sudut pandang sosiologi, suatu grup 
mengakomodasi dan mengatur minat-minat yang saling berbeda dengan 
membuat keputusan-keputusan dimana umpan baliknya bagi group berupa 
pengaturan. Dari sudut pandang kultur, institusi memsponsori kebijakan-
kebijakan dengan menyediakan umpan balik bagi orang-orang yang tinggal 
dalam suatu budaya tertentu dalam bentuk norma-norma.  
Disamping itu menurut Glendon Schubert ( dalam Antonius 
Sudirman, 2007 : 39 ) ada tiga tipe rasional dalam pengambilan keputusan 
mengadili yakni logis, psikologis dan non sosiologis, yang selanjutnya 
digambarkan pada bagan berikut   ini :  
Tabel 2 
Three Types of Rationality in Adjudicative Decision Making 
Sytem Variable Logical Psychological Nonlogical 



















Cultural Justice Norms Rationales 






Konsep-konsep dalam kolom rasionalitas logis sangat sesuai dengan 
pepatah tradisionil; hakim-hakim adalah mansia yang telah mendapatkan 
suatu ketrampilan hukum tertentu. Yang selanjutnya diterapkan untuk 
menganalisa fakta-fakta yang ditentukan secara sosial. Selanjutnya hakim ini 
bertindak di dalam kerangka suatu kaidah tertentu tentang prosedur 
pengambilan keputusan, dimana ia memberikan keadilan antara pihak-pihak 
yang terlibat dan menegaskan hukumnya, yaitu hukum yang dianggap 
mengontrol tingkah laku orang-orang dalam masyarakat.  
Hakim adalah manusia yang biasa yang dikontrol oleh neurosisnya, 
oleh karena itu mereka memberi reaksi terhadap masalah sosial dengan 
menempatkan kecemasan dalam diri mereka pada obyek-obyek yang ada 
diluar ( sosial ). Pergantian ( displacement ) ini merupakan proses 
rasionalisasi ang diungkapkan para hakim dengan menggunakan argumen-
argumen yang dapat diterima secara konvensional atau rasioonal dalam 
upaya menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada dalam diri 
mereka.  
Pada rasionalitas psikologis, hakim-hakim menerima informasi 
tertentu mengenai kasus-kasus yang diharapkan dapat mereka putuskan 
sebagai konsekuensi dari fungsi-fungsi input sosial yang berasal dari 
artikulasi, agregasi minat, dan dari interaksi dan komunikasi. Struktur 
sosiopsikologis seperti atribut-atribut hakim dan sikap-sikapnya 
berhubungan dengan dan bergantung pada fungsi-fungsi input dari sosialisasi 
dan rekrutmen. Selanjutnya persepsi, kognisi dan pengambilan keputusan 
merupakan fungsi kepribadian yang mempengaruhi keadaan-keadaan 
selanjutnya dalam proses berkelanjutan. Struktur kepribadian yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang adalah ideologi, dan 
peran-peran individu, yang pertama merupakan pola keyakinan, harapan, 
kewajiban dan menghubungkan pengetahuan, dan yang terakhir adalah 
pemahamannya tentang harapan orang lain dan harapan mengenai 
bagaimana ia mengambil keputusan dan keputusan apa yang harus diambil.  
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Dari sudut pandang budaya, fungsi-funsi output dari pengambilan 
keputusan seorang hakim merupakan norma-norma kebijakan yang 
berhubungan dengan pilihan-pilihannya dan dari sudut pandang sosiologi, 
fungsi-fungsi output memasukkan akomodasi dan aturan, termasuk 
akomodasi pengaturan minat-minat litigant dan orang yang secara langsung 
terpengaruh.   
Adapun kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk mengarahkan 
tindakannya sesuai dengan kehendaknya dapat berpengaruh pada munculnya 
perilku menyimpang, dalam arti hakim dapat bertindak tidak sesuai dengan 
kebiasaan umum atau norma atau aturan yang dijadkan pegangan bersama 
oleh para hakim atau oleh organisasinya. Teori penyimpangan dapat 











Hubungan Motivasi dan Tingkah Laku 
 
Perilaku yang tidak konform ( menyimpang ) itu dapat timbul 
bersama-sama dengan motivasi untuk berkonform dan sebaliknya. Perilaku 
yang bersesuaian dengan bunyi norma dapat timbul bersama-sama dengan 
motivasi yang berkehendak untuk tidak berkonform. Dengan demikian, 
ketidak sesuaian perilaku dapat saja terjadi pada perkara-perkara dimana 
pemegang peran tidak sadar akan normanya atau apabila norma yang 








(1) + + 
(3) - + (4) - - 
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seharusnya menjadi pedomannya itu bersifat tidak serasi dengan tujuan-
tujuan yang ditetapkan untuk posisi pemegang peran itu.  
Menyadari pula bahwa hakim adalah seorang aktor yang memiliki 
kebebasan dalam menentukan tindakan apa yang dilakukannya, maka 
sesungguhnya hakim dapat memainkan peran politik tertentu yang ingin 
dicapainya melalui putusan-putusannya. Akan tetapi, peran politik yang 
dimainkan oleh hakim adalah bukan political judicial restraint yang hanya 
menjalankan politik patuh pada undang-undang, melainkan juga politic 
judicial activism yang mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan 
putusannya, hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif 
tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.    
 
B. Penelitian yang Relevan       
Menurut pengamatan penulis pada perpustakaan program pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhasil 
dikaji, ternyata belum pernah ada / belum pernah dilakukan penelitian 
mengenai Implementasi Sanksi Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1997  Mengenai 
Tindakan Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara 















C. Kerangka Berfikir 





















Dari gambar 4 tersebut diatas maka dapat dijabarkan bahwa Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, merupakan pengadilan 
yang bersifat khusus untuk proses peradilan bagi anak-anak yang melakukan 
pelanggaran atau kejahatan. Di samping itu  ketentuan yang mengatur tentang 
perlindungan anak selama dalam proses peradilan juga diatur secara khusus dalam 
UU Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak. Hal inilah yang dijadikan 
oleh Hakim dalam mengadili dan memberikan sanksi baik berupa sanksi pidana atau 
tndakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan antara 
lain  penjatuhan pidana ( Pasal 23 ) berupa pidana penjara, kurungan, denda dan 



























- Non Logical 
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pengawasan, di samping ketentuan ( Pasal 24 ) yang mengatur penjatuhan tindakan 
berupa pengembalikan pada orang tua, dijadikan sebagai anak negara, atau dijadikan 


































Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, 
maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metodologi. 
Metodologi, juga metodologi ( Kamus Bahasa Belanda, Wokowasito, 1976 : 401 
dalam Setiono 2005 : 3 ) artinya ilmu tentang metode-metode.  
Metodologi ( Kamus Bahasa Indonesia, 1999 : 653, dalam Setiono, 2005 :   
3 ) berarti ilmu tentang metode. Metode dalam arti yang umum berarti suatu studi 
yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu 
penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran ( Setiono, 
2005 : 3 ). 
Metode menurut ( Setiono, 2002 : 1 ) adalah alat untuk mencari jawaban dari 
suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu 
apa yang akan dicari. Di dalam penelitian hukum, metode yang digunakan 
tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum itu. Setiono dengan 
berlandaskan pandangan Soetandyo Wigyosoebroto, mengemukakan ada 5 ( lima ) 
konsep hukum, yaitu : 
1. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan 
Nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in concreto dan tersistematis 
sebagai Judge Made Law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable 
sosial yang empirik. 
5. Hukum adalah manivestasi makna-makna simbolis para perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi mereka ( Setiono, 2002 : 147 ). 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal atau konsep 
hukum yang ketiga yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in 
concreto dan tersistematis sebagai Judge Made law. Dalam proses-proses peradilan 
sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan 
mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus-kasus atau perkara-perkara 
berikutnya ( Burhan Ashshofa, 2001 : 33 ). Dengan demikian hukum dikonsepkan 
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sebagai norma yang merupakan produk dari seorang hakim ( Judgments ) pada 
waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya 
kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara ( Burhan Ashshofa, 
2001 : 33 ).  
Oleh karena hukum dikonsepkan sebagaimana tersebut diatas maka 
spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal. Studi ini 
merupakan suatu studi kasus ( case study ) dengan mengadakan penyelidikan 
terhadap sikap-skap dan tingkah hukum  hakim  maka pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan ilmu hukum perilaku ( behavioral jurisprudence ). Bentuk 
penelitian “ diagnostik “ yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan keterangan 
mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.   
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian  dilaksanakan antara lain di :  
1. Pengadilan Negeri Ponorogo  
2. Perpustakaan Pengadilan Negeri Ponorogo  
3. Tokoh Agama / Masyarakat Ponorogo  
4. Perpustakaan Pascasarjana UNS  
5. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Apabila diperhatikan judul dan permasalahan tersebut diatas maka 
konsep hukum dalam penelitian ini adalah hukum sebagai apa yang diputuskan 
oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai judge made law.  Menurut  
Soetandyo Wignyosoebroto jika hukum dikonsepkan sebagai apa yang 
diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai judge made law 
maka metode penelitiannya adalah non doktrinal bersaranakan terutama logika 
induksi. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, spesifikasi penelitian ini adalah 
penelitian hukum non doktrinal.  Oleh karena konsep hukum dalam penelitian 
ini adalah  apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis 
sebagai judge made law maka obyek penelitian ini adalah putusan hakim 
Pengadilan Negeri Ponorogo  yang merupakan data primer   
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang dapat 
memberikan data yang dibutuhkan baik berupa jawaban lisan maupun tulisan. 
Dalam penelitian ini ditentukan sumber datanya adalah : 
1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa 
keterangan dan penjelasan yang duiberikan para responden / nara sumber, 
antara lain Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, terpidana dan keluarganya.  
Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai 
berikut : 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahterahan Anak 
f) KUHPidana  
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat 
dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer antara 
lain : 
a) Hasil penelitian hukum yang relevan mengenai kekuasaan kehakiman. 
b) Kamus Bahasa Indonesia, jurnal, makalah artikel ilmiah. 
c) Media masa seperti Koran, majalah. 
3) Bahan Hukum Tertier 
a) Kamus Umum Bahasa Indonesia 
b) Kamus Hukum Indonesia 






C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara dan studi dokumentasi antara lain :  
1. Wawancara ( Interview )  
Pengumpulan data melalui studi lapangan akan dilakukan 
menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data 
dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden 
dengan bercakap-cakap secara langsung. Sebagaimana dijelaskan Burhan 
Ashofa ( 1996 : 95 ), wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan 
keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. 
Secara umum ada 2 jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin              
( terstruktur ) dan wawancara dengan teknik bebas ( tidak terstruktur ) yang 
disebut dengan wawancara mendalam atau in-depth interviewing                    
( HB. Sutopo, 2002 : 58 ). Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara 
mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat 
mendukung diperolehnya data untuk menjawab rumusan masalah yang telah 
diajukan dalam penelitian ini, antara lain hakim Pengadilan Negeri  
Ponorogo,  Tokoh Masyarakat dan LSM.  
Adapun teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan metode yang terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk mencapai 
efektivitas hasil, digunakan berisi bagan persoalan yang membutuhkan 
jawaban guna mencapai data penelitian yang relevan. 
 
2. Studi Dokumentasi  
Studi dokumentasi sebagai pelengkap data, dan dokumen-dokumen tersebut 
diharapkan dapat menjasdi nara sumber yang dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang tidak dimungkinkan ditanyakan melalui wawancara atau 
observasi. Dokumentasi yang terkait dengan obyek penelitian ini adalah 
Keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai tindak pidana yang 




D. Teknik Analisis Data 
Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data 
yang menghasilkan data deskriptif. Pengertian data deskriptif yakni apa yang 
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang 
diamati dan diteliti dipelajari secara utuh atau biasa disebut model analisis 
interaktif  ( interactive model of analysis ). Data Primer yang telah tersedia 
menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data sekunder yang meliputi 
hasil observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian 
kualitatif dalam penelitian hukum sosiologis ( non doktrinal ) ini memiliki 3      
( tiga ) komponen utama yang harus dipahami. Menurut Miles dan Haberman    
( dalam HB. Soetopo, 1992 : 12) ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi. 
Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
Menurut HB. Soetopo ( 1992 : 12 ), reduksi data merupakan proses seleksi, 
pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini 
berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat pengumpulan data. Reduksi 
data dilakukan dengan membuat singkatan, coding, memusatkan tema, menulis 
memo dan menentukan batas-batas permasalahan. Reduksi data diartikan 
sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menajamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasikan data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
Penyajian data, sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis 
kualitatif yang valid. Sajian data disusun dalam bentuk tabel sehingga 
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memudahkan di dalam pengambilan kesimpulan. Proses analisis dengan 3         
( tiga ) komponen di atas dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis 
mengalir ( flow model of analysis ). Metode analisis inilah yang digunakan 
dalam penelitian ini. Reduksi dilakukan sejak proses pengumpulan data, dan 
bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut masih 
mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data 
sudah berakhir sampai dengan proses penulisan penelitian selesai ( HB. 
Soetopo, 1992 : 14 ). Menarik kesimpulan / verifikasi,  merupakan  sebagian  
dari  suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi 
selama penelitian berlangsung.  
Adapun model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dalam 








Model analisis interaktif 






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Deskripsi Kasus 
Di Wilayah Ponorogo tercatat perkara tindak pidana yang dilakukan 
oleh Anak sebanyak 7 ( tujuh ) kasus Tahun 2006, dan Tahun 2007  tercatat 
sebanyak 25 Kasus. Dari  sejumlah 32 ( tiga puluh dua ) kasus tersebut 
sanksi yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa sanksi pidana penjara   
Berikut data-data mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak 
di Pengadilan Negeri Ponorogo Tahun 2006 – 2007 dan hasil wawancara 
sebagai bahan pendukung  data-data yang disajikan sebagai berikut :  
 
Tabel 3 







TGL. LAHIR / 
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Pekerjaan :  
Swasta 
Pendidikan : SD 
363 
KUHP 


































Pekerjaan : Tani 
Pendidkan : SD 
363 
KUHP 















Pekerjaan :  
Swasta 
Pendidkan : SD 
362 
KUHP 














Pekerjaan : Tani 





































Pekerjaan : Tani 
Pendidikan : SD 
362 
KUHP 













Pekerjaan :  
Dagang 
Pendidikan : SD 
362 
KUHP 


















Pekerjaan :  
Swasta 
Pendidikan : SD 
363 
KUHP 















Pekerjaan :  
Swasta 





























































































Pekerjaan :  
Buruh 
Tani 
Pendidikan : SD 
378 
KUHP 















Pekerjaan : Tani 
Pendidikan : SD 
362 
KUHP 











Pekerjaan :  
Swasta 
Pendidikan : SD 
362 
KUHP 




















Pendidikan : SD 
362 
KUHP 



















Pendidikan : SD 
363 
KUHP 











































































































Pendidikan : SD 
406 
KUHP 



































Pekerjaan : Tani 
Pendidikan : SD 
363 
KUHP 
















Pekerjaan : Tani 
Pendidikan : SD 
363 
KUHP 







































Pendidikan : SD 
378 
KUHP 







































Pekerjaan : Tani 
Pendidikan : SD 
359 
KUHP 




















Pendidikan : SD 
362 
KUHP 




















Pendidikan : SD 
363 
KUHP 
7 Bulan 4 
Bln 
Sumber data : Laporan Tahunan PN Ponorogo Tahun 2008  
 
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak  pelaku 
tindak pidana berumur antara 13 tahun  – 18  tahun  sebagai berikut : 13 
tahun  ( 2 orang ), 14 th ( 5 orang ), 15 th ( 4 orang ), 16 th ( 12  orang), 17 th               
( 5 orang )  dan 18 th ( 5 orang ). Menurut Roedjito ( Petugas Bapas    
Madiun ), kebanyakan terdakwa / klien berumur kurang lebih 16 tahun 
karena pada umumnya usia-usia ini usia yang dinilai rawan pengaruh dari 
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luar mengingat pada usia ini dalam diri terdakwa / klien dari massa kecil 
kemasa remaja,  mencari identitas diri dan perkembangan yang terjadi baik 
dalam hal cara menyesuaikan diri dengan masyarakat maupun dalam bidang 
seksual. Selanjutnya dikatakan bahwa usia pada masa ini, dalam penelitian 
Bapas dinilai sebagai usia yang rapuh, mudah terpengaruh, rasa solidaritas 
teman tinggi, sekedar ikut-ikutan, dan umumnya pelanggaran atau kejahatan 
yang dilakukan dipicu dari adanya pengaruh dari luar tersebut. Menurut Iksan           
( LSM Anak ) mengatakan bahwa pelanggaran atau tindak kejahatanyang 
dilakukan oleh anak pada usia-usia menjelang remaja, biasanya dilakukan 
secara kelompok, dan lebih bersifat pada kesetiakawanan / solidaritas 
kelompoknya. Tindak kejahatan yang dilakukan masih berkisar pada 
pencurian ringan dengan hasil yang didapat jugamasih terbilang relatif kecil. 
Hal yang perlu diwaspadai adalah apabila kelompok ini bergaul dengan 
kelompok yang lebih dewasa bukan tidak mustahil jika akhirnya ikut-ikutan 
untuk melakukan pelanggaran yang lebih berat. Muhsan ( Tokoh Masyarakat 
), menyatakan bahwa pada usia-usia ini memang lebih dibutuhkan adanya 
perhatian dan pengawasan orang tua, apabila perhatian dan pengawasan itu 
tidak didapat maka anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan 
pergaulannya sehari-hari. Pendapat ini diakui oleh Suryanto ( orang tua 
terdakwa ) yang menyatakan memang dalam lingkungan pergaulan bnyak 
terpengaruh oleh kawan-kawannya, dan disamping itu pengawasan dari orang 
tua sering longgar bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan orang tua 
lebih sibuk untuk berupaya mendapatkan biaya untuk keperluan hidup sehari-
hari.  
Dari latar belakang pendidikan para pelaku tercatat lulus SD  
sebanyak  14 orang, tidak lulus SD sebanyak  4 orang, lulus SMP  sebanyak 5 
orang, tidak lulus SMP sebanyak 7 orang, tidak sekolah sebanyak 6 orabng . 
Dari hasil penelitian Bapas Madiun tersebut menurut Roedjito ( Petugas 
Bapas ) pada umumnya pendidikan pelaku hanya sampai lulus Sekolah Dasar 
( SD ), hal ini disebabkan tidak ada biaya untuk meneruskan sekolah karena 
penghasilan orang tua sangat minim, padahal jumlah keluarga yang relatif 
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lebih dari 3 ( tiga ) orang, pekerjaan orang tua tani atau buruh tani, dan 
sebagainya. Oleh karena tidak dapat melanjutkan sekolah maka pada 
umumnya anak-anak tersebut tidak mempunyai kegiatan / aktifitas yang 
berarti, demikian juga makin longgarnya pengawasan terhadap anak-anak 
tersebut. Hal ini dikatakan oleh Slamet Sugianto ( Orang Tua Terdakwa ), 
tidak dapat menyekolahkan anaknya disebabkan tidak ada biaya untuk 
keperluan sekolah, mengingat ia hanya bekerja wiraswasta ( jualan mainan / 
makanan keliling ), dengan penghasilan tidak menentu, yang hanya cukup 
untuk sekedar makan anggota keluarganya.  
Dalam hal pembinaan, pengawasan terhadap anaknya sangat minim, 
mengingat ia tiap hari harus berjualan sehari penuh / sampai malam hari. Hal 
yang sama diungkapkan oleh Ali ( orang tua ) yang mengatakan bahwa 
pembinaan dan pengawasan terhadap anaknya selama ini diserahkan 
sepenuhnya pada pihak sekolah ( pada saat masih sekolah ), sedangkan pada 
saat tidak sekolah kadangkala diikutkan pengajian di masjid / langgar yang 
ada. Meskipun demikian hampir tidak ada bimbingan / pembinaan dari orang 
tua sendiri, mengingat mereka disibukkan untuk mencari nafkah / 
penghasilan sebagai buruh tani. Hal ini  dikuatkan oleh Sanur ( Pelaku    
Anak ), yang mengatakan  bahwa waktu masih sekolah ( SD ) kegiatan 
sekolah sepenuhnya dilakukan sendiri tanpa bantuan dan bimbingan orang 
tuanya dan hanya mengandalkan bimbingan sekolah / guru . Disamping itu ia 
merasa tidak  ada perhatian sama sekali dari orang tuanya, sampai akhirnya ia 
memutuskan untuk bekerja mencari nafkah / penghasilan sendiri sebagai 
pemulung ( pemungut barang bekas / rongsokan ). Hal yang sama 
diungkapkan oleh Ikrom Saifudin ( Pelaku ), yang mengatakan bahwa 
bimbingan atau pengawasan dari orang tua selama ini ada tetapi sangat 
longgar / tidak ketat, sehingga ia masih dapat bermain dan bergaul sesuka 
hati.  
Apabila dilihat dari pendidikan orang tua pelaku maka tercatat yang 
berpendidikan SD sebanyak 20 orang, SMP sebanyak 2 orang, SMA 1 orang, 
Drop Out sebanyak 3 orang dan tidak sekolah sebanyak 6 orang. Hal ini 
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menurut Dewi Mintarsih ( Petugas Bapas ), tingkat pendidikan orang tua 
pelaku pada umumnya hanya tamatan SD, hal ini mau tidak mau juga ikut 
mempengaruhi pola pembinaan dan bimbingan terhadap anaknya. Pendidikan 
orang tua yang relatif rendah, mau tidak mau mempunyai pengaruh terhadap 
pola pembinaan an pengawasan terhadap anaknya. Hal ini terlihat pada waktu 
orang tua terdakwa / klien diminta keterangan di Bapas, maka kebanyakan / 
pada umumnya  orang tuanya tidak mengerti / memahami bagaimana cara 
pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan komunikasi dengan anaknya. 
Hal ini diungkapkan oleh Suraji ( Orang Tua ), yang mengatakan hal ini 
jarang dilakukan mengingat yang paling penting untuk orang tua adalah 
mencari nafkah untuk keperluan keluarganya sehari-hari, dan pendidikan 
anaknya sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah. Mengingat bahwa ia 
sendiri tidak pernah sekolah dan hampir dikatakan buta huruf, sehingga 
masalah-masalah sekolah atau pendidikan sepenuhnya diserahkan sekolah. 
Sedangkan untuk pembinaan di rumah, lebih banyak dilakukan oleh Ibu / 
isteri, mengingat adanya komunikasi yang relatif banyak  bila dibandingkan 
dengan bapaknya.   
Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang terbanyak 
adalah kasus pencurian ( Pasal 362 dan Pasal 383 KUHP ), hal ini disebabkan 
kejahatan ini yang paling mudah dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh 
Abdul Azis ( anak nakal / terpidana ), bahwa pencurian untuk mendapatkan 
uang lebih mudah dilakukan, mengingat untuk menjalankan aksi tidak 
diperlukan keahlian khusus, barang curian mudah dijual, dan resikonya lebih 
kecil. Demikian juga yang dikemukakan oleh Sanur ( narapidana ), 
mengatakan bahwa keinginan untuk mendapatkan uang adalah dengan jalan 
melakukan pencurian, karena apapun barang yang dicuri pasti laku dijual. 
Adapun faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perbuatan terlarang, 
adalah seperti yang disampaikan oleh Iwan Sanusi ( narapidana ), bahwa 
perbuatan pencurian yang dilakukan adalah sekedar ikut-ikutan kawan/ diajak 
kawan , dan tidak tahun resiko yang akan dihadapi nantinya sedangkan uang 
hasil pencurian itu telah habis untuk membeli keperluannya. Perbuatan ini 
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juga terdorong keinginan untuk dapat memiliki baju dan celana yang baru, 
yang tidak didapat dari orang tuanya.  
Adapun penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak yang 
melakukan tindak pidana, dinyatakan oleh R. Yoes ( Hakim ) bahwa 
keputusan hakim memberikan sanksi pidana selalu berdasarkan pada hukum 
yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan 
sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya. Oleh 
karena itu dalam menegakkan hukum digunakan pendekatan komprehensif, 
yaitu pendekatan yuridis yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, pendekatan filosofis yang berintikan rasa keadilan dan 
kebenaran dan pendekatan sosiologis yaitu menemukan kesesuaian penerapan 
hukum itu dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat itu.  
Eli Suprapto ( Hakim ), menyatakan bahwa dalam praktek peradilan 
pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran terhadap ketentuan 
perundang-undangan, sehingga didalam penjatuhan pidana penjara terhadap 
anak itupun tidak luput dari adanya penafsiran terhadap Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara berkaitan erat dengan faktor-faktor antara lain 
usaha untuk menanamkan hukum didalam masyarakat, reaksi masyarakat 
yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku, dan usaha 
menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.  
Subchi Eko Putro ( Hakim ) mengatakan bahwa putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim selalu berdasarkan pada keyakinan hakim dan 
kebenaran serta keadilan. Meskipun demikian hakim dalam tugasnya unuk 
menegakkan hukum tidak lepas dari pola yuridis dan sosiologis. Hal ini 
dikuatkan oleh  Eko Agus ( Hakim ) yang mengatakan bahwa hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara selalu mempertimbangkan bahwa 
putusannya itu bukan agar terdakwa jera tetapi hakim memperhatikan dengan 
saksama faktor-faktor serta latar belakang suatu perbuatan pidana.  
Akan tetapi penjatuhan pidana penjara kepada anak, menurut Burhan             
( Tokoh Masyarakat ) tidaklah selalu tepat, mengingat bahwa sebenarnya 
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anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum pada umumnya diakibatkan  
kurangnya perhatian dan pengawasan orang tuanya. Penjatuhan pidana 
penjara bukan saja mengakibatkan trauma pada si anak, tetapi juga  akan 
mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Apalagi jika pembinaan yang 
diterapkan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak sesuai dengan 
kondisi kejiwaan anak, ketat, keras, sehingga justru dikhawatirkan adanya 
perubahan negatif pada anak tersebut selepas dari lembaga itu.  
Hal senada diungkapkan oleh Titi ( aktivis LSM Anak ), bahwa 
penjatuhan pidana penjara kepada anak, bukan saja menimbulkan trauma 
pada diri anak tetapi juga hilangnya komunikasi dan jalinan kekeluargaan 
yang  selama ini dirasakan dari orang tuanya / keluarganya  karena  anak 
merasa dipisahkan, dikucilkan dari lingkungan keluarga. Lebih baik 
menurutnya, Hakim menjatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada 
orang tuanya dengan pembinaan dan pembimbingan rutin dari balai Bapas 
setempat.  
Lebih lanjut dikatakan oleh Dewi Mintarsih ( Petugas Bapas ), pada 
umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi pemicu terjadinya 
kenakalan remaja antara lain disebabkan keluarga yang tidak harmonis             
( broken home ), tidak adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang 
tuanya, hal ini disebabkan kurangnya waktu dan perhatian orang tua yang 
sibuk mencari nafkah / penghasilan, juga rendahnya tingkat pendidikan orang 
tuanya. Faktor ini dipertegas oleh  Ali ( orang    tua ) yang mengatakan bahwa 
pendidikan yang diberikan kepada anaknya sama dengan pendidikan yg 
diberikan oleh orang tuanya /kakeknya dulu, yaitu anak diberikan kebebasan 
untuk mencari bentuk dan karakternya sendiri. Dia berpendapat toh tanpa 
bimbingan orang tuanya, dia sudah bisa mandiri dan menjalani / menghidupi 
keluarganya.   
Disisi yang lain lingkungan pergaulan anakpun sangat mempengaruhi  
kepribadian, misalnya  pergaulan dengan anak yang tidak seusia / jauh lebih 
dewasa dari anak tersebut. Hal ini daat dilihat pada kasus-kasus diatas 
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kebanyakan tindak kejahatan yang dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan dan 
diajak oleh anak yang usianya lebih dewasa daripadanya.  
 
2. Analisis Kasus  
Dari kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka selanjutnya penulis melakukan 
analisa dari beberapa kasus sebagai sampel, dengan pertimbangan antara lain 
kasus-kasus terpilih tersebut berdasarkan pengamatan penulis, baik 
mengenai proses peradilan anak, usia anak, jenis tindak pidana, dan 
penjatuhan pidana dalam putusan hakim.  
Adapun analisa kasus adalah sebagai berikut :  
1) Putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN Po  
Pelaku  : Bagus Danang Andrianto Als Kancil  
Umur : 16 tahun  
Pendidikan  : Kelas 2  SMP I Ponorogo ( droup out )  
Tindak Pidana  : Pasal 44 (1) UU No.23 Tahun 2004 , jo 351 (1) 
KUHP yaitu kekerasan dalam rumah tangga jo 
penganiayaan  
Kronologis  :  
Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap neneknya sendiri, 
dengan mencekik leher dan mengancam dengan sebilah sabit. Tindakan 
ini dilakukan dalam upaya meminta paksa terhadap korban ( neneknya ) 
untuk memberikan sejumlah uang guna pembelian sepeda motor. 
Disamping itu terdakwa juga melukai kakeknya sendiri dengan 
membenturkan kepalanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Balai Pemasyarakatan ( Bapas ) Madiun terhadap terdakwa / klien 
diperoleh hasil antara lain Terdakwa / klien selama ini tinggal dan 
menetap dirumah kakek dan neneknya di Ponorogo, sedangkan Bapak 
dan Ibu kandungnya telah lama pisah dan keduanya bekerja sebagai TKI 
di luar negeri. Tidak ada komunikasi lagi dengan Bapak dan ibunya, dan 
terdakwa tidak sampai menyelesaikan ( drop out ) pendidikan di tingkat 
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SMP, karena terdakwa malas dan tidak pernah masuk sekolah dan 
jarang pulang kerumahnya, kepribadian labil, suka minum minuman 
keras.  
Menurut  Roedjito ( Pembimbing Kemasyarakatan Madiun ), klien / 
terdakwa mempunyai kepribadian yang labil, gampang terpengaruh oleh 
lingkungan terutama lingkungan pergaulan, Kemungkinan besar hal ini 
disebabkan kurangnya / tidak adanya perhatian dari orang tuanya yang 
broken home. Kebutuhan perhatian, bimbingan dan pengawasan  
tersebut tidak diperoleh melalui kakek / neneknya, karena disamping 
pendidikan keduanya rendah juga taraf penghidupannya kurang mampu 
( buruh tani ).  Pada akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman selama 5           
( lima ) bulan penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana 
penganiayaan secara phisik  sesuai ketentuan pasal 5 huruf a jo Pasal 44 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.  
Pada kasus ini Hakim menerapkan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 
huruf a jo pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain “ kekerasan 
fisik  dan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun “ . 
Hal ini menurut  Eko Agus Siswanto ( Hakim ), penjatuhan pidana 
penjara tersebut diputuskan antara lain dengan pertimbangan bahwa 
perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang membahayakan jiwa 
seseorang ( kakeknya ) dan tidak pantas dilakukan oleh terdakwa 
terhadap kakeknya yang telah memelihara dan membesarkan terdakwa. 
Di sisi lain dengan penjatuhan pidana penjara ini dimaksudkan 
memberikan pelajaran yang berharga bagi terdakwa untuk berbuat baik, 
terisolasi / menjauhkan diri dari pergaulan dengan teman-temannya yang 
kurang baik, menghentikan kebiasaan minum-minuman keras dan 
disamping itu tidak adanya kesanggupan lagi dari pihak keluarga             
( kakek / neneknya ) untuk mengawasi dan mendidik terdakwa bila 
dikembalikan kepada keluarganya. Disamping itu perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa sudah merupakan perbuatan yang serius , dan 
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umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, disisi lain 
kebiasaan buruk dengan minum-minuman keras dan lingkungan 
pergaulan yang tidak baik merupakan pertimbangan tersendiri bagi 
hakim. Hakim dalam memutuskan perkara memperhatikan pula faktor-
faktor  yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan, perilaku 
anak dan aspek-aspek eksternal diluar dirinya.  
Adapun tidak diterapkannya ketentuan sanksi tindakan sesuai dengan 
Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997, dinyatakan oleh Eko Agus 
Siswanto ( Hakim ), lebih disebabkan adanya pertimbangan hakim 
setelah melihat kondisi anak, kondisi rumah tangga orang tuanya yang 
tidak mungkin dapat mendidik dan membina anaknya lagi, demikia juga 
hubungan tersangka / anak dengan lingkungan tidak kondusif, dimana 
sering anak tersebut melakukan perbuatan yang sering membuat resah 
tetangga / lingkungan sekitarnya, disisi yang lain pengaruh minuman 
keras dikhawatirkan akan membahayakan keluarga yang ditempatinya.   
 
2) Putusan Nomor 221/Pid B.AN/2007/PN Po  
Pelaku   : Abdullah Sukron  
Umur   : 17 tahun  
Pendidikan :  SMP tidak tamat ( drop out )  
Tindak Pidana  :  Penipuan ( Pasal 378 KUHP ) 
Kronologis :  
Terdakwa merupakan pemuda putus sekolah ( tidak tamat SMP ), karena 
terbentur masalah biaya dan kegiatannya membantu orang tuanya 
berjualan koran di terminal. Terdakwa bersama-sama ayahnya 
melakukan penipuan dengan cara menawarkan gabah kering kepada 
orang lain. Setelah dilakukan pembayaran uang muka pembelian oleh 
korbannya, maka terdakwa dan ayahnya pergi dan tidak pernah 
menyetorkan gabah kering kepada korbannya. Perbuatan ini dilakukan 
sebanyak 6 ( enam ) kali dengan korban yang berlainan / berbeda. 
Terdakwa dan ayahnya kemudian ditangkap dan diproses sesuai hukum 
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yang berlaku, dan oleh karena terdakwa masih berusia di bawah 18 
tahun maka kepadanya dilakukan proses sesua dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
Menurut Dewi Mintarsih ( Pembimbing Kemasyarakatan Baspas 
Madiun ), terdakwa sebetulnya merupakan anak yang cukup pandai, 
hanya karena terbentur masalah biaya sehingga tidak dapat melanjutkan 
sekolahnya. Hubungan dalam keluarga dan lingkungan cukup baik, 
keadaan ekonomi yang kurang karena hanya mengandalkan hasil 
penjualan koran, terdakwa hanya sekedar ikut-ikutan Bapaknya untuk 
melakukan tindak penipuan.  
Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari, dengan 
pertimbangan menurut  Subchiep ( Hakim ) bahwa penjatuhan pidana 
penjara ini yang diputuskan tersebut untuk menjauhkan sementara 
terdakwa dari orang tuanya ( bapaknya ) yang dikhawatirkan akan 
mempengaruhi perkembangan pribadinya, perbuatannya sudah dapat 
diklasifikasuikan sebagai perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh 
orang dewasa, perbuatannya bukan lagi termasuk  kenakalan anak, dan 
tidak ada lagi yang mengawasi dan membina apabila terdakwa 
dikembalikan kepada keluarganya, karena Bapaknya juga dijatuhi 
pidana penjara.  
Perbuatan terdakwa termasuk memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP  
mengenai Penipuan jo Pasal 55 (1) concursus, jo Pasal 64 (1) KUHP  
yaitu perbuatan berlanjut  ( dilakukan sebanyak 6 kali ).  
 
3) Putusan Nomor 246/Pid B/AN/2007/PN Po  
Pelaku   : Iwan Sanusi  
Umur   : 16 Tahun  
Pendidikan  : SD  
Tndak Pidana  : Pencurian ( Pasal 362 KUHP )  
Kronologis :  
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Terdakwa yang berprofesi sebagai pemulung ( pencari barang  
rongsokan ) bersama sama terdakwa lain ( Sanur ) mengambil / 
melakukan pencurian  pompa air, dengan jalan memanjat, memasuki 
dan mengambil barang tersebut. Terdakwa kemudian ditangkap dan 
diproses sesuai dengan ketentuan UU Nomor  3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.  
Menurut  Nining Sulistiyowati ( Pembimbing Kemasyarakatan Bapas 
Madiun ), terdakwa merupakan keluarga broken home, akibat perceraian 
Bapak dan Ibunya sejak masih kecil dan tidak mengetahui kedua orang 
tuanya tersebut. Terdakwa selama ini ikut dan tinggal bersama dengan 
neneknya, kondisi ekonomi yang kurang, tidak adanya pengawasan dan 
bimbingan, hubungan dengan lingkungan kurang baik, dan terdakwa 
mencari nafkah dengan menjadi pemulung ( pencari barang bekas / 
rongsokan ). Perbuatan yang dilakukan lebih terdorong pada kebutuhan 
ekonomi  dan merupakan akibat dari produk yang gagal dari lembaga 
keluarga baik dari segi ekonomi, sosial dan psikologis dan dipicu 
adanya rasa solidaritas yang tinggi kepada teman seprofesinya ( Sanur ).  
R. Yoes ( Hakim ) dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 
selama 3 ( tiga ) bulan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa 
merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 
ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sempat melarikan diri ( buron ) selama 3 
bulan sebelum ditangkap dan tidak adanya kesanggupan pihak keluarga 
untuk mengawasi, membimbing apabila terdakwa dikembalikan kepada 
keluarganya.  
 
4) Putusan Nomor 264/Pid.B/AN/2006/PN Po  
Pelaku  :  Dedi Dwi Wijaya dan Moch.Achyar  
Umur   :  17 Tahun 9 bulan, dan  16 Tahun 11 Bulan  
Pendidikan    :   Tamat  SMP, dan Kelas III SMP )  
Tindak Pidana  :   Pencurian dengan pemberatan ( Pasal 363 
KUHP )  
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Kronologis :  
Terdakwa ( Dedi Dwi Wijaya  dan M. Akhyar ) secara bersama-sama 
melakukan 3 kali pencurian kawat tembaga / arde milik PLN yang 
terpasang ditiang beton listrik di lokasi yang berbeda-beda, kemudian 
kawat sepanjang 12 meter tersebut dijual ke tukang tadah dan uangnya 
digunakan untuk keperluan pribadi. Menurut Wahyu Andayat ( Petugas 
Penelitian Balai Pemasyarakatan  Madiun ), terdakwa / kliennya ( M. 
Akhyar ) adalah santri di pondok pesantren Wali Songo, tergolong 
nakal, dan sering keluar pondok tanpa ijin dan bergaul dengan anak-
anak diluar pondok yang lebih dewasa umurnya. Selama tinggal di 
pondok pesantren, terdakwa sering / cenderung melanggar aturan-aturan 
yang berlaku di pondok, misalnya keluar pada malam hari. Orang tuanya 
tinggal di Sintang, Kalimantan Barat. Dalam pergaulannya dengan Edi 
Dwi Wijaya ini, terdakwa / klien diajak untuk mencuri kawat milik PLN 
dan hasilnya untuk keperluan pribadi dan bersenang-senang. Perbuatan 
terdakwa tersebut lebih dikarenakan karena salah pergaulan / memilih 
kawan, pribadi labil, karena secara materi / ekonomi keluarganya cukup 
mampu untuk menyekolahkan terdakwa di pondok pesantren ini. 
Keterbatasan / kurangnya pengawasan dan bimbingan dari figur orang 
tuanya dalam melewati fase krisis dari masa transisi kehidupan anak ke 
alam dewasa tidak terpenuhi. 
Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan putusan pidana 
penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan penjara. Menurut Eko 
Agus Siswanto ( Hakim ), putusan pidana penjara kepada terdakwa ini 
merupakan solusi yang paling tepat untuk memberikan terapi psikologis 
kepada terdakwa. Dasar pertimbangannya, terdakwa telah berulang-
ulang ( lebih dari sekali ) melakukan tindakan yang sama, terdakwa 






B. Pembahasan  
Dari  hasil penelitian dan analisa kasus tersebut diatas maka selanjutnya 
dilakukan pembahasan  dengan menggunakan teori  behavioral jurisprudence  
yang menunjukkan bahwa perilaku hakim dalam pengambilan keputusan yaitu 
logis dimana hakim adalah manusia yang telah mendapatkan ketrampilan huku 
tertentu dan selanjutnya diterapkan untuk menganalisa fakta-fakta yang 
ditentukan secara sosial. Selanjutnya hakim bertindak didalam kerangka suatu 
kaidah hukum tertentu tentang pengambilan keputusan, dimana hakim 
memberikan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dan menegaska 
hukumnya yaitu hukum yang dianggap mengontrol tingkah laku orang-orang 
dalam masyarakat.  
Hal ini dikemukakan oleh  Eli Suprapto ( Hakim ) “ adanya kebebasan 
hakim untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada anak selama ini 
tergantung pada situasi kondisional dan motivasi dari perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku , dimana di satu sisi Hakim selalu berpedoman pada ketentuan yang 
diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997, khususnya Pasal 23 (1) dan (2) Di sisi 
yang lain dalam pertimbangannya Hakim selalu melihat dari fakta-fakta yang 
timbul / ada dalam persidangan, disamping mempertimbangkan juga hasil 
penelitian yang dilakukan oleh petugas Balai Bapas untuk merekomendasikan 
keadaan lingkungan dan motivasi pelaku “.  
Selanjutnya Elli Suprapto ( Hakim ) mengatakan Hakim tidak memilih 
menjatuhkan sanksi tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) kepada 
anak, hal ini lebih disebabkan berbagai pertimbangan antara lain adanya 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada umumnya menuntut hukuman pidana 
penjara, dasar pertimbangan penelitian dari Bapas dan juga ketidak mampuan 
orang tua atau walinya untuk mendidik kembali anaknya. Hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara selalu mempertimbangkan bahwa 
putusannya itu bukan agar terdakwa jera atau memenuhi kewajiban 
menjalankan keadilan atau melakukan tugas semata, tetapi hakim 
memperhatikan dengan seksama faktor-faktor serta latar belakang suatu 
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perbuatan pidana dan dampaknya jika peradilan tidak memberikan putusan 
yang benar.  
Disamping itu jika dilihat dari ketentuan Pasal 25 UU Nomor 3 Tahun 
1997 yang menyatakan bahwa :  
(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a 
, Hakim menjatuhkan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, atau 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  
(2) Terhadap Anak Nakal sebagamana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b 
, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  
 
Maka menurut  Eli Suprapto ( Hakim ), putusan yang menjatuhkan pidana 
penjara kepada anak nakal sebetulnya sudah sesuai dengan ketentuan ini, karena 
dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
maka Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan 
yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib 
memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang 
tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. 
Dari sudut pandang yang sama ekstremnya dari kontinum rasionalitas 
dari sisi lainnya, hakim adalah mnusia yang biasa yang dikontrol oleh 
neurosisnya, oleh karena itu hakim memberi reaksi terhadap masalah sosial 
dengan menempatkan kecemasan-kecemasan dalam diri mereka pada obyek-
obyek yang ada diluar / sosial. Pergantian ( displacement ) ini merupakan 
proses rasionalisasi yang diungkapkan para hakim dengan menggunakan 
argumen-argumen yang dapat diterima secara konvensional atau rasional dalam 
upaya menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada dalam diri 
mereka.  
Hal ini dikatakan oleh  Eko Agus Siswanto ( Hakim ) antara lain                
“ memang diakui bahwa sering terjadi bahwa hakim hanya menafsirkan 
berdasarkan kata-kata dalam suatu pasal, tanpa berusaha mengetahui apa yang 
sebenarnya yang ada dibalik pasal itu. Tetapi sebagai seorang hakim dalam 
memutuskan pidana penjara terhadap anak  akan memperhatikan juga latar 
belakang terjadinya pelanggaran / kejahatan itu dan juga faktor-faktor eksternal 
yang mempengaruhi dasar pertimbangan putusan tersebut, misalnya tidak 
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adanya kesanggupan orang tua untuk mendidik dan membina lagi anaknya. 
Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang 
tindakan terhadap anak nakal tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor 
lingkungan yang belum dapat menerima apabila anak tersebut dikembalikan 
kepada orang tuanya “.  
Hal ini dikuatkan oleh Ali ( orang tua terdakwa ) yang menyatakan 
bahwa tidak sanggup untuk mendidik anaknya lagi, dan menyerahkan 
sepenuhnya didikan tersebut pada petugas, di sisi lain keengganan untuk 
menerima dan mendidik anaknya disebabkan ketidak mampuan terutama dari 
sisi ekonomi keluarga. Hal ini bahkan menurut Tukimin ( orang tua ) 
menyatakan dengan ditahannya anaknya tersebut maka beban keluarga baik dari 
ekonomi dan beban moral  justru dapat dikurangi, mengingat dari sisi ekonomi 
yang harus dihidupi masih banyak, sedangkan dari sisi moral si anak tidak lagi 
berkeliaran dan berkomunikasi dengan tetangga / masyarakat disekitarnya. 
Berdasarkan rasionalitas psikologis  hakim menerima informasi tertentu 
mengenai kasus-kasus ang diharapkan dapat mereka putuskan sebagai 
konsekuensi dar fungsi-fungsi input sosial yang berasal dari artikulasi, agregasi 
minat, dan dari interaksi dan komunikasi.  Hal  tersebut disampaikan oleh 
Subchiep Eko Putro ( Hakim ) yang mengatakan “ bahwa adapun 
kecenderungan Hakim untuk lebih memilih menjatuhkan pidana penjara kepada 
pelaku, antara lain disebabkan pula pada berat ringannya perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku, masa depan anak, keberadaan dan kesanggupan orang 
tua / walinya. Disisi lain penjatuhan pidana penjara dapat memberikan efek jera 
kepada pelaku, sehingga pelaku benar-benar memahami bahwa perbuatannya 
itu merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak pantas dilakukan di usia 
muda. Disisi yang lain putusan hakim yang tidak menjatuhkan tindakan berupa 
diserahkan pada negara lebih disebabkan masih adanya faktor psikologis dari 
orang tuanya yang tidak menginginkan anaknya ditempatkan keluar kota / jauh 
dari pengawasan orang tuanya “.  
 Hal yang sama dikemukakan oleh  Achmad Alikan ( Jaksa / JPU ), 
bahwa tuntutan yang diberikan kepada pelaku  tidak menyalahi ketentuan 
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perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1997 
yaitu mensyaratkan diberlakukannya  paling lama ½ dari maksimum ancaman 
pidana orang dewasa. Disisi yang lain adanya permintaan dari keluarga / orang 
tua yang tidak menginginkan anaknya ditempatkan jauh dari keluarganya / luar 
kota mengingat adanya kekhawatiran efek psikologis anak yang merasa dibuang 
oleh keluarganya. Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Jaksa pada 
umumnya merupakan upaya untuk memberikan efek jera pada anak, terutama 
pada perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali.  
Penjatuhan pidan penjara yang selama ini diambil oleh Hakim, seperti 
yang diungkapkan oleh Eko Agus Siswanto ( Hakim ), lebih disebabkan oleh 
situasi kondisional pelaku, tindak pidana yang dilakukan, tuntutan jaksa, 
rekomendasi Bapas, serta tidak adanya keasanggupan orang tua / wali untuk 
mengawasi dan mendidik kembali para pelaku. Sebenarnya putusan Hakim 
meskipun pidana penjara pada umumnya kurang dari ½ maksimum ancaman 
pidana orang dewasa, misalnya ketentuan ancaman pidana untuk tindak pidana 
pencurian ( Pasal 362 dan 363 KUHP ) yang memuat ancaman pidana 5 dan 7 
tahun penjara. Hal lain yang dikatakan oleh R. Yoes ( Hakim ), bahwa 
penjatuhan pidana penjara bagi anak, lebih disebabkan karena tidak ada 
kemungkinan penjatuhan pidana yang lain ( kurungan atau denda ) mengingat  
keadaan ekonomi keluarga yang kurang / minim, disamping itu akan 
memberatkan keadaan orang tua / walinya dan tidak menimbulkan efek jera 
kepada pelaku. Sedangkan penjatuhan tindakan untuk diserahkan kepada negara 
tidak dijatuhkan mengingat pada prosedur yang terlalu berbelit dan mengingat 
kondisi ekonomi keluarga sangat minim, disamping adanya faktor psikologis 
keluarga masih dapat mengawasi dan mengunjungi anaknya setiap saat 
sehingga tali kekeluargaan tetap berjalan dengan baik.  
Selanjutnya persepsi, kognisi dan pengambilan keputusan merupakan 
fungsi kepribadian yang mempengaruhi keadaan-keadaan adalah ideologi 
dimana pola-pola keyakinan, harapan , kewajban dan menghubungkan 
pengetahuan mengenai kehidupan dan dunia nyata . Disamping itu adanya 
peran-peran individu  mengenai pemahamannya tentang harapan-harapan orang 
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lain dan harapannya mengenai bagaimana  hakim  mengambil keputusan dan 
keputusan apa yang harus diambil. Seperti yang disampaikan oleh R.Yoes          
( Hakim ) “ bahwa hakim tidak memutuskan seperti yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) lebih disebabkan adanya pertimbangan  menenai  
harapan-harapan orang tua / keluarganya agar anaknya mendapatkan pelajaran 
terhadap apa yang ilakukan dan dididik untuk menjadi anak yang patuh pada 
hukum yang berlaku “.  
Dalam hal ini aparat penegak hukum sudah memaksimalkan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, baik prosedur 
penyelidikan, penyidikan dan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak 
pidana. Hal ini diungkapkan oleh Bambang Setyo ( Jaksa ), bahwa pidana 
penjara yang dijatuhkan oleh Hakim lebih bersifat mendidik dan memberikan 
perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana baik dirinya sendiri maupun 
pengaruh jelek lingkungan pergaulannya. 
 Seperti disampaikan juga oleh Dewi ( Petugas Bapas ), yang 
menyebutkan bahwa hasil penelitian oleh Bapas pada umumnya tidak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan kehendak dari pelaku sendiri 
melainkan cenderung diakibat pengaruh eksternal  / luar diri pelaku, misalnya  
lingkungan pergaulan, keadaan ekonomi, broken home, drop out, tidak adanya 
pengawasan dari orang tua / walinya, dan sebagainya.  
Dari sudut pandang budaya, fungsi-fungsi out put ari pengambilan 
keputusan seorang hakim merupakan norma-norma kebijakan yang 
berhubungan dengan pilihan-pilihan dan dari sudut pandang sosiologi, fungsi-
fungsi output memasukkan akomodasi dan aturan, termasu akomodasi 
pengaturan-pengaturan minat-minat litigant dan orang-orang yang secara 
langsung terpengaruh.  
Di wilayah Ponorogo, yang masih kental dengan nilai-nilai agama dan 
adat setempat, maka perbuatan pidana  yang dilakukan oleh anak  merupakan 
aib yang sangat memalukan keluarganya. Hal ini ditegaskan oleh Muslich            
( orang tua ), bahwa perbuatan jelek / tidak baik yang dilakukan oleh anaknya 
itu merupakan aib / membuat malu pada keluarganya. Sehingga untuk 
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sementara  keluarga tidak mau menerima kembali anaknya tersebut, dan 
menyerahkan masalah itu kepada  yang berwenang. Hal yang sama 
dikemukakan oleh Tukimin ( orang tua ), mengatakan bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh anaknya itu merupakan pukulan bagi keluarga, karena meskipun 
penghidupannya  serba minim tetapi dalam keluarga telah ditanamkan nilai-
nilai agama yang ketat. Lebih lanjut diungkapkan bahwa sebenarnya yang 
menjadi kendala dalam pendidikan anaknya, maka faktor biaya yang menjadi 
kendala utama, akibatnya  anak tidak dapat meneruskan sekolah, waktunya 





BAB V  
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Dari  hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan bahwa tidak dapat 
optimal diimplementasikan ketentuan Pasal 24  UU Nomor 23 Tahun 2004 
Oleh Hakim Pengadilan Negeri  Ponorogo terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana, antara lain disebabkan  :  
· Bahwa pada umumnya tidak menjatuhkan putusan tindakan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) disebabkan Hakim Pengadilan Negeri  
Ponorogo pada umumnya melihat dan mempertimbangkan latar belakang 
terjadinya kejahatan / pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan faktor-
faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain : perbuatan anak tersebut 
dilakukan lebih dari sekali ; perbuatan sudah mengarah kepada tindak 
kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tidak adanya 
kesanggupan dari orang tua / wali apabila anak tersebut dikembalikan 
kepadanya untuk dididik dan dibina keluarganya. Disamping itu dalam 
menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal, maka Hakim selalu memperhatikan berat ringannya tindak pidana 
atau kenakalan yang dilakukan anak yang bersangkutan. Dilain pihak 
faktor-faktor keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau 
orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga  dan keadaan 
lingkungannya juga menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian putusan 
hakim.  
· Hakim tidak menerapkan ketentuan sanksi berupa tindakan sesuai dengan 
Pasal 24 ayat (1) lebih disebabkan karena pertimbangan kondisi keluarga 
tersangka yang tidak mungkin mampu untuk mendidik dan membina 
kembali anaknya .  
· Hakim lebih memilih penjatuhan pidana penjara dengan alasan / 
pertimbangan bahwa  pidana dimaksudkan sebagai shock terapi bagi anak 
dan membuat efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dsisi lain 
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upaya ini merupakan upaya preventif  yaitu melindungi anak tersebut agar 
terhindar dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat.  
 
B. Implikasi  
Sebagai konsekuensi logis dari kesimpulan diatas, maka implikasi yang 
dapat terjadi / timbul antara lain sebagai berikut :  
1. Tidak diimplementasikan ketentuan pasal 24 UU Nomor 
3 Tahun 1997 yang mengatur tentang penjatuhan tindakan bagi anak yang 
melakukan tindak pidana, akan dapat memberikan beban tambahan bagi 
pemerintah pada khususnya, yaitu semakin penuhnya lembaga 
pemasyarakatan anak. Tidak dapat maksimalnya pembinaan yang dilakukan 
mengingat pada umumnya anak-anak tersebut hanya dijatuhi pidana pendek . 
2. Penjatuhan pidana penjara bagi anak sebenarnya bukanlah 
terapi yang paling jitu untuk mengurangi jumlah kenakalan yang dilakukn 
oleh anak, tetapi justru tidak efektifnya lembaga pemasyarakatan anak justru 
membuat anak tersebut  lebih frustasi yang dapat membahayakan pada 
kondisi mental anak itu sendiri. Apalagi jika anak-anak tersebut dipidana 
penjara dicampurkan dengan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa.  
 
C. Saran-Saran  
Dari hasil penelitian dan implikasi diatas maka penulis memberikan 
saran-saran sebagai berikut :  
1. Hakim perlu untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana berupa tindakan 
yaitu mengembalikan kepada orang tua, dijadikan anak negara dan atau 
dibina oleh dinas sosial / organisasi sosial kemasyarakatan. Hal ini 
dimungkinkan masih adanya hubungan emosional dengan keluarga 
terdekatnya, lebih bersifat kemanusiaan mengingat kepribadiannya  yang 
masih labil / mudah terpengaruh.  
2. Perlu evaluasi, perubahan dan peningkatan  fungsi Baspa tidak lagi hanya 
bertindak  sebagai lembaga penelitian, tetapi justru menadi ujung tombak 
untuk mengawasi dan membina anak-anak yang dijatuhi hukuman berupa 
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tindakan. Hal ini akan bisa lebih efektif jika Bapas diadakan di setiap kota / 
kabupaten setempat, tidak hanya ada pada ibukota propinsi / eks 
karesidenan. 
3. Meningkatkan sumber daya manusia Para Hakim melalui jenjang pendidikan 
tinggi setara Program Strata 2 ( Dua ) dan Strata 3 ( Tiga ), serta pendidikan 
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